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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini
dengan judul “Pendidikan sebagai Pilar Pembentukan
Manusia: Perspektif Filosofis, Yuridis, dan Ilmiah” dapat
disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai
bentuk kontribusi pemikiran dalam wupaya memahami
pendidikan tidak hanya sebagai proses formal di ruang kelas,
tetapi juga sebagai pilar utama pembentukan kepribadian,
karakter, dan kemanusiaan secara menyeluruh.

Dalam buku ini, pembaca akan diajak menelusuri
konsep pendidikan dari berbagai sudut pandang, mulai dari
definisi yang bersifat etimologis dan yuridis, hingga
pendekatan ilmiah dan filosofis yang mendalam. Setiap bab
dirancang untuk menggugah kesadaran akan pentingnya
pendidikan yang bermakna dan berkelanjutan, terutama
dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin
kompleks.

Bab demi bab membahas mulai dari pengertian dan
tujuan pendidikan, dasar dan ideologi yang melandasinya,
tantangan dalam sistem pendidikan nasional, hingga fungsi
lembaga pendidikan dan relevansinya dalam struktur sosial
masyarakat. Dengan demikian, buku ini tidak hanya cocok
dibaca oleh para mahasiswa dan akademisi, tetapi juga oleh
para praktisi pendidikan, pembuat kebijakan, serta siapa pun
yang peduli terhadap kemajuan bangsa melalui pendidikan.



Akhir Kkata, penulis menyampaikan terima kasih
kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan
buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan
menjadi inspirasi dalam mengembangkan pendidikan yang
lebih inklusif, adil, dan manusiawi
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PENGERTIAN PENDIDIKAN

Pendidikan adalah suatu proses yang melibatkan tiga
aspek utama, yaitu individu, masyarakat atau komunitas
tempat individu tersebut berada, serta keseluruhan unsur
realitas baik yang bersifat fisik maupun spiritual yang turut
memengaruhi bentuk, karakter dan arah kehidupan manusia
serta masyarakat. Pendidikan bukan sekadar aktivitas
mengajar, melainkan mencakup proses penyampaian
pengetahuan, internalisasi nilai-nilai, dan pembentukan
kepribadian secara menyeluruh. Sementara itu, pengajaran
cenderung lebih fokus pada pengembangan keahlian atau
spesialisasi dalam bidang tertentu, sehingga pendekatannya
lebih bersifat teknis dan terarah pada minat khusus.
Pendidikan merupakan proses esensial dalam mencapai
keseimbangan dan kesempurnaan perkembangan individu
dan masyarakat [1].

Dibandingkan dengan pengajaran, pendidikan lebih
menitikberatkan pada pembentukan kesadaran dan
kepribadian, selain fungsi dasarnya sebagai sarana transfer
ilmu dan keterampilan. Melalui mekanisme ini, suatu bangsa
atau negara mampu mewariskan nilai-nilai keagamaan,
kebudayaan, pemikiran, serta keterampilan kepada generasi
penerus, sehingga mereka memiliki kesiapan yang optimal
dalam menghadapi tantangan masa depan demi kemajuan
bangsa dan negara. Selain itu, pendidikan adalah suatu
aktivitas yang memiliki tujuan yang jelas, yakni untuk
mengembangkan secara maksimal potensi yang dimiliki oleh
individu, baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi maupun
sebagai bagian dari masyarakat [2].

|1



Segala  sesuatu yang  berhubungan dengan
perkembangan manusia yang dimulai dari perkembangan
fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan,
sosial, sampai pada perkembangan iman merupakan
pekerjaan mendidik.. Pengertian sederhana dan umum dari
makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk
menumbuhkan dan mengembangkan potensi pembawaan
baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang
ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan dan
budaya ada bersama untuk saling memajukan [3].

Dasar pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang menekankan
pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana. Dasar- dasar
pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal telah
dirumuskan antara lain sebagai berikut : (1) Undang-Undang
tentang Pendidikan dan Pengajaran No. 4 tahun 1950, Nomor
2 tahun 1945, Bab Il Pasal 4 Yang Berbunyi: Pendidikan dan
pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termasuk dalam
Pancasila, Undang-Undang Dasar RI dan kebudayaan bangsa
Indonesia (2) Ketetapan MPRS No. XXVII/ MPRS/ 1966 Bab II
Pasal 2 yaitu Dasar pendidikan adalah falsafah negara
Pancasila. (3) GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1983
dan GBHN 1988 Bab IV bagian pendidikan yaitu Pendidikan
Nasional berdasarkan Pancasila. (4) Tap MPR Nomor
[I/MPR/1993 tentang GBHN dalam Bab IV bagian Pendidikan
yaitu Pendidikan Nasional (yang berakar pada kebudayaan
bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. (5) Undang-undang RI No 2 Tahun 1989,
mengenai Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945. (6) Undang-undang RI No
20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
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Dasar hukum di atas menjelaskan dasar pendidikan di
Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
sesuai UUSPN No. 2 tahun 1989 dan UU Sisdiknas No. 20
tahun 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran  agar  peserta  didik secara  aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, Kkepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (UU
Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003) [4].

Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003, menegaskan bahwa pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bemartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab (UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003) [4].

Perlu diketahui dua istilah yang hampir sama
bentuknya dan sering di pergunakan dalam dunia
pendidikan, yaitu pedagogi dan pedagoik. Pedagogi berarti
“pendidikan” sedangkan pedagoik artinya “ilmu pendidikan”.
Pedagogos yang awalnya berarti pelayanan kemudian
berubah menjadi pekerjaan mulia. Karena pengertian
pedagogi (dari pedagogos) berarti seorang dengan tugas
membimbing anak di dalam pertumbuhannya ke daerah
berdiri sendiri dan bertanggung jawab [3].
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Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai upaya
penyampaian informasi dan pembentukan keterampilan
semata, melainkan mencakup usaha yang lebih luas untuk
mewujudkan keinginan, memenuhi kebutuhan, serta
mengembangkan potensi individu secara optimal guna
mencapai pola kehidupan pribadi dan sosial yang harmonis.
Pendidikan tidak sekadar diposisikan sebagai persiapan
menghadapi masa depan, melainkan juga sebagai proses
yang relevan dengan kehidupan anak saat ini, yang tengah
menjalani fase perkembangan menuju kedewasaan. Pada
dasarnya, pendidikan merupakan proses pembelajaran yang
memungkinkan setiap individu (peserta didik) untuk
memahami, menghayati, serta tumbuh menjadi pribadi yang
lebih matang dan mampu berpikir secara kritis [3].

Terselenggaranya sistem Pendidikan nasional yang
relevan dan bermutumerupakan factor penentu keberhasilan
kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan
kebudayaan nasional. Karena itu para pendidri negara
menetapkan Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai
salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintah negara
Indonesia dan mewajibkan pemerintah menyelenggarakan
pengajaran nasional [2].

A. Pengertian Pendidikan menurut KBBI

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap, tata
laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan
pelatihan [5]. Selain itu, kata pendidikan berasal dari kata
dasar didik, yang kemudian mendapat imbuhan menjadi
mendidik, yang berarti memelihara dan memberi latihan
(ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan
kecerdasan pikiran. Dengan demikian, pendidikan mencakup
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proses yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi
juga membentuk karakter dan kepribadian individu agar
menjadi manusia yang dewasa dan bertanggung jawab.

Dalam lingkungan sekolah, penerapan pendidikan
terlihat dari peran guru yang tidak hanya mentransfer ilmu
pengetahuan seperti matematika atau sains, tetapi juga
menanamkan nilai-nilai penting seperti kedisiplinan,
tanggung jawab, dan kerja sama. Misalnya, seorang guru
mengajarkan siswa untuk datang tepat waktu, menyelesaikan
tugas dengan jujur, dan menghormati pendapat teman.
Semua ini merupakan bentuk nyata dari proses pendidikan
yang bertujuan membentuk perilaku siswa ke arah yang lebih
dewasa dan bertanggung jawab.

Pada lingkungan keluarga, pendidikan terjadi secara
informal namun sangat fundamental. Seorang anak yang
dibimbing oleh orang tuanya untuk bersikap sopan,
menghormati orang tua, dan menjaga kebersihan diri, sedang
mengalami proses pendidikan sebagaimana yang dimaksud
KBBI. Melalui bimbingan dan contoh langsung dari orang tua,
anak perlahan-lahan membentuk pola sikap dan perilaku
yang positif, yang menjadi bekal dalam kehidupan sosialnya.

Dalam dunia kerja, pendidikan diterapkan melalui
berbagai bentuk pelatihan dan pembinaan karakter.
karyawan baru, misalnya, dilatih untuk memahami budaya
kerja, pentingnya etika profesional, serta kemampuan
berkomunikasi dengan baik. Pelatihan-pelatihan tersebut
tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga
mengubah cara berpikir dan sikap kerja agar lebih produktif
dan profesional.

Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat, pendidikan
terjadi melalui kegiatan seperti penyuluhan kesehatan,
kampanye lingkungan hidup, atau pelatihan kewirausahaan.
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Warga yang mengikuti kegiatan tersebut diarahkan untuk
mengubah pola pikir dan perilaku mereka agar lebih peduli
terhadap kesehatan, lingkungan, dan kemandirian ekonomi.
Dengan demikian, penerapan pendidikan menurut

KBBI menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia.
Pendidikan adalah proses panjang yang berlangsung seumur
hidup, yang secara bertahap membentuk manusia menjadi
pribadi yang dewasa, bijaksana, dan bertanggung jawab, baik
sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
B. Pengertian Pendidikan menurut Etimologi

Dalam Bahasa Indonesia kata pendidikan berasal dari
kata dasar “didik”. Kata ini kemudian mendapat awalan “pe-"
dan akhiran “-an”, sehingga menjadi “pendidikan”, yang
berarti proses atau perbuatan untuk mendidik. Pendidikan
tidak harus didapatkan dilingkungan sekolah tapi juga bisa
didapatkan dengan melakukan hal-hal terkecil yang sering
kita lakukan dan jumpai dalam kehidupan. Pendidikan
terbaik berasal dari pengalaman pribadi kita sendiri [2].

Kata "pendidikan" berasal dari bahasa Latin educare,
berarti "membimbing keluar" atau "mengembangkan [2]
Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai
proses mentransfer pengetahuan semata, melainkan sebagai
usaha sistematis untuk menumbuhkan seluruh potensi dalam

diri manusia—baik  akal, jiwa, moral, maupun
keterampilannya—agar berkembang secara menyeluruh dan
seimbang.

Implementasi dari makna etimologis ini dapat
ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Di
lingkungan sekolah, misalnya, pendidikan tidak hanya
terwujud dalam bentuk penyampaian materi pelajaran, tetapi
juga dalam bimbingan dan pembinaan karakter siswa.
Seorang guru yang mengajak siswanya berdiskusi terbuka,
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mengarahkan mereka untuk berpikir kritis, serta memberi
ruang untuk berekspresi secara mandiri, sejatinya sedang
menjalankan fungsi pendidikan sebagaimana dimaknai
secara etimologis. la membantu siswa "keluar" dari
kebingungan menuju pemahaman, dan dari ketergantungan
menuju kemandirian.

Di rumabh, orang tua yang membimbing anak-anaknya
bukan hanya soal aturan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai
kehidupan seperti kejujuran, kasih sayang, kerja keras, dan
kepercayaan diri, turut mengimplementasikan pendidikan
sebagai proses "menumbuhkan” jiwa manusia secara utuh.
Anak tidak hanya diajari tentang benar dan salah, tetapi juga
diberi kesempatan untuk mengalami, memahami, dan belajar
dari kehidupan.

Begitu pula dalam masyarakat, pendidikan tampak
dalam kegiatan seperti pelatihan keterampilan, forum diskusi
warga, hingga pendampingan kelompok rentan. Ketika
seorang tokoh masyarakat atau fasilitator lokal mendorong
masyarakat untuk mengenali potensi lingkungannya,
mencari solusi terhadap persoalan sosial, serta mengelola
sumber daya secara mandiri dan adil, maka ia sedang
mewujudkan pendidikan dalam arti "membesarkan"
kapasitas kolektif masyarakat untuk berpikir dan bertindak.

Dengan  demikian, implementasi  pendidikan
berdasarkan pengertian etimologis bukan hanya soal
pemberian materi ajar, melainkan soal menumbuhkan
kesadaran, membimbing potensi, dan mengarahkan
perkembangan individu dan masyarakat ke arah yang lebih
matang, mandiri, dan bermakna. Pendidikan sejati adalah
proses memanusiakan manusia.
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C. Pengertian Pendidikan menurut Sisdiknas No.20
Tahun 2003

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan
bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa,
dan Negara [3]. Pendidikan ditemukan dalam berbagai
bentuk penyelenggaraan pendidikan, baik formal, nonformal,
maupun informal. Di sekolah, sebagai jalur pendidikan
formal, guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran
tetapi juga menciptakan suasana yang mendukung proses
pembelajaran aktif. Misalnya, melalui metode diskusi, praktik
langsung, proyek kolaboratif, atau kegiatan ekstrakurikuler
yang memberi ruang bagi siswa untuk berpikir Kkritis,
berkreasi, dan menumbuhkan rasa percaya diri.

Dalam konteks ini, pendidikan bukan sekadar
transmisi ilmu, tetapi sebuah proses yang dirancang dengan
sadar untuk membentuk karakter dan mengasah potensi
setiap individu.

Di luar sekolah, dalam jalur pendidikan nonformal
seperti kursus, pelatihan keterampilan, atau kegiatan
keagamaan, pendekatan yang digunakan pun mencerminkan
prinsip pendidikan menurut Sisdiknas. Sebagai contoh,
pelatihan kewirausahaan yang tidak hanya memberi peserta
keahlian teknis, tetapi juga membina etika kerja, membangun
mental wirausaha, dan memperkuat kemandirian ekonomi,
menunjukkan bahwa pendidikan diarahkan untuk
membangun manusia secara utuh.
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Dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, yang
merupakan jalur pendidikan informal, peran orang tua dan
masyarakat juga mencerminkan semangat Undang-Undang
ini. Ketika orang tua membiasakan anak untuk bertanggung
jawab, beribadah, sopan santun, dan saling menghormati,
mereka secara sadar membentuk kepribadian dan nilai moral
anak sebagai bagian dari pendidikan seumur hidup.

Dengan demikian, implementasi pendidikan menurut
UU Sisdiknas bukan hanya terlihat dari kegiatan belajar di
dalam kelas, tetapi juga dari bagaimana setiap unsur dalam
masyarakat secara sadar dan terencana terlibat dalam
membangun manusia Indonesia seutuhnya—yang tidak
hanya cerdas, tetapi juga berakhlak, terampil, dan siap
menjadi bagian dari kemajuan bangsa dan negara.

D. Pengertian Pendidikan menurut Pendekatan Ilmiah

Berdasarkan pandangan psikologi. Berdasarkan
analisis psikologis, pendidikan dapat dilihat sebagai sarana
untuk pertumbuhan setiap seseorang. Proses pembelajaran
memainkan fungsi penting dalam pendampingan hidup
setiap individu, mulai dari lahir hingga kembali ke dunia, dan
perjalanan pendidikan tersebut tidak akan berjalan optimal
tanpa ada kemajuan dalam psikologi perkembangan sifat
serta karakter setiap individu.

Pendidikan  menurut psikologi tidak hanya
menekankan pada hasil belajar, tetapi juga pada proses
perkembangan mental dan kepribadian peserta didik secara
bertahap sesuai dengan tahap-tahap pertumbuhan manusia.

Implementasi dari pandangan ini dapat dilihat dalam
bagaimana sistem pendidikan dan pembelajaran dirancang
dengan memperhatikan tahapan perkembangan psikologis
anak. Misalnya, di jenjang pendidikan dasar, guru tidak hanya
memberikan materi akademik, tetapi juga menggunakan
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pendekatan yang sesuai dengan dunia anak dengan
permainan, cerita, atau simulasi—untuk menumbuhkan rasa
ingin tahu dan membangun fondasi kepribadian yang sehat.

Di sisi lain, dalam dunia pendidikan remaja,
pendekatan psikologis lebih menekankan pada pembentukan
identitas diri, pengembangan kemampuan berpikir kritis, dan
pengelolaan emosi. Guru berperan tidak hanya sebagai
pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator dan pembimbing yang
mendukung siswa dalam menghadapi tekanan sosial,
menemukan jati diri, dan belajar mengambil keputusan
secara mandiri.

Dalam praktik bimbingan dan konseling di sekolah,
implementasi pendidikan dari sisi psikologi tampak jelas.
Konselor sekolah membantu peserta didik memahami
potensi, mengatasi hambatan belajar, serta mengembangkan
motivasi dan rasa percaya diri. Dengan bantuan psikologis
ini, siswa dapat mengatasi masalah pribadi atau sosial yang
dapat menghambat proses pendidikan formalnya.

Lebih luas lagi, dalam konteks masyarakat,
pendidikan berbasis psikologi diterapkan melalui program-
program pengembangan karakter, parenting education,
hingga pelatihan sosial-emosional bagi anak dan orang tua.
Program-program ini dirancang untuk meningkatkan
kesadaran emosional, empati, pengendalian diri, dan
keterampilan sosial yang sangat penting dalam membentuk
manusia yang utuh.

Dengan demikian, pendidikan dari sudut pandang
psikologi tidak hanya berfokus pada “apa yang dipelajari”,
tetapi juga “bagaimana seseorang belajar dan berkembang
secara psikologis”. Tujuan akhirnya adalah membentuk
individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi
juga matang secara emosional, sehat secara mental, dan
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mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara
positif.

Berdasarkan pandangan politik. Sesuai dengan
ketentuan Pasal 31 Ayat 3 UUD 1945, diamanatkan "Negara
harus mengalokasikan setidaknya 20% dari anggaran untuk
pendidikan (ayat 4), serta pemerintah diwajibkan
mendorong perkembangan dan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan tetap menghargai nilai agama serta
persatuan bangsa demi Kkemajuan peradaban dan
kesejahteraan manusia (ayat 5).

Selanjutnya, ketetapan dalam Undang-Undang Dasar
itu diimplementasikan melalui perundang-undangan Nomor
20 tahun 2003 mengenai “Sistem Pendidikan Nasional”
sebagai hasil dari konsensus politik. Terdapat sedikitnya lima
pengaruh politik terhadap pendidikan, yaitu: “(a) Politik
memiliki dampak pada proses pendidikan dalam membentuk
nilai dan harapan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan
negara, (b) Politik memengaruhi alokasi dana untuk sektor
pendidikan, (c) Politik berdampak pada sumber daya
pendidikan seperti gaji tenaga pengajar, fasilitas pendukung
kegiatan belajar, dan pelatihan bagi guru, (d) Politik
memberikan pengaruh pada struktur sistem sekolah, system
penghargaan bagi guru, serta proses penerimaan siswa, (e)
Politik memengaruhi kualitas lulusan yang dapat dilihat dari
perilaku politik, budaya, ekonomi, dan sosial para lulusannya.
Setelah penerapan pendidikan yang mandiri, tanggung jawab
terhadap pelaksanaan otonomi daerah berarti bahwa
pengelolaan pendidikan tidak lagi ditentukan secara sentral
dari pusat.

Saat ini, kemampuan pemerintahan daerah yang
otonom dalam memajukan pendidikan sangat terbuka,
meskipun setiap daerah menghadapi tantangan baik dari segi
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kurangnya tenaga pengajar maupun terbatasnya anggaran
untuk pendidikan.

Berdasarkan pandangan sosiologi. Menurut sosiologi,
peran pengajar dalam bidang sosiologi adalah seperti
seorang perawat atau pengasuh kehidupan serta membantu
dalam memperbaiki kualitas Masyarakat [6]. Pendidikan
berfungsi sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kualitas
masyarakat, seperti ideologi, budaya dan ekonomi. Dengan
demikian, pendidikan menjadi sebuah kekuatan sosial yang
juga dapat digunakan untuk melakukan analisis dan
penghargaan terhadap maksud penerimaan sesuatu di dalam
komunitas. Dimana dikatakan bahwa darma Pendidikan
Nasional adalah “mengembangkan kemampuan dalam
membentuk watal serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu dan cakap”.

Dengan kata lain, semua aktivitas sosial individu
selama masa belajar adalah suatu cara untuk
bertransformasi, sehingga pendidikan dapat berfungsi
sebagai alat bagi setiap orang untuk membangun relasi yang
tepat, baik, dan benar dalam sebuah komunitas atau dalam
kehidupan sosial yang lebih luas. Dari perspektif sosiologi,
pendidikan dipandang sebagai lembaga sosial yang memiliki
peran penting dalam menjaga keberlangsungan dan
keteraturan masyarakat. Pendidikan tidak hanya berfungsi
sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai
alat untuk mentransmisikan nilai-nilai, norma, budaya, dan
peran sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam
pandangan ini, pendidikan adalah kunci dalam pembentukan
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identitas sosial, penguatan solidaritas, serta penjaga
kestabilan dan mobilitas sosial.

Implementasi  pendidikan  dalam  pandangan
sosiologis sangat terlihat dalam struktur sistem pendidikan
formal di sekolah. Sekolah bukan hanya tempat siswa
memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga tempat di
mana mereka belajar berinteraksi dengan teman sebaya,
menghormati aturan, mematuhi otoritas (guru), dan
menyesuaikan diri dengan ekspektasi sosial. Dalam konteks
ini, sekolah menjadi wadah untuk sosialisasi sekunder, di
mana individu mulai memahami peran-peran sosial yang
lebih kompleks di luar keluarga.

Misalnya, di dalam kelas, siswa tidak hanya belajar
matematika atau bahasa, tetapi mereka juga belajar tentang
kerja sama, kompetisi yang sehat, kedisiplinan, serta
bagaimana menyelesaikan konflik sosial. Hal ini membantu
membentuk kepribadian yang sesuai dengan tuntutan
masyarakat serta memperkuat integrasi sosial. Pendidikan
secara sosiologis membantu individu memahami posisi
sosialnya, baik sebagai pelajar, anggota keluarga, maupun
calon pekerja dan warga negara.

Lebih jauh lagi, dalam masyarakat modern,
pendidikan memainkan peran sebagai alat mobilitas sosial
vertikal, yaitu memungkinkan seseorang berpindah dari
status sosial yang lebih rendah ke status sosial yang lebih
tinggi melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan.
Seorang anak dari keluarga sederhana, misalnya, bisa
mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan posisi sosial
yang lebih tinggi setelah menempuh pendidikan tinggi. Inilah
yang disebut fungsi meritokrasi pendidikan dalam sosiologi.

Namun demikian, sosiologi juga melihat pendidikan
sebagai cermin ketimpangan sosial. Dalam masyarakat yang
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belum merata secara ekonomi, pendidikan sering kali
mencerminkan dan bahkan memperkuat kesenjangan sosial.
Anak-anak dari keluarga kaya cenderung memiliki akses
yang lebih besar terhadap pendidikan bermutu, sedangkan
mereka yang berasal dari kelompok kurang mampu
menghadapi hambatan struktural seperti minimnya fasilitas,
biaya tinggi, atau Kketerbatasan literasi orang tua. Ini
menunjukkan bahwa sistem pendidikan juga dapat
mereproduksi ketidaksetaraan sosial.

Implementasi pendidikan dari kacamata sosiologi
juga mencakup peran pendidikan dalam mengintegrasikan
keberagaman budaya, etnis, dan agama. Melalui kurikulum
dan aktivitas sosial di sekolah, siswa diajarkan untuk
menghargai perbedaan, memperkuat toleransi, dan menjalin
solidaritas sosial, yang sangat penting dalam masyarakat
multikultural seperti Indonesia.

Dengan demikian, dari pandangan sosiologis,
pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan individu,
tetapi juga mempersiapkan mereka untuk hidup bersama
secara harmonis dalam masyarakat. Pendidikan adalah alat
untuk menciptakan kohesi sosial, membentuk warga negara
yang sadar akan hak dan kewajibannya, serta menciptakan
tatanan sosial yang adil dan berkelanjutan.

Berdasarkan pandangan ekonomi. Pendidikan adalah
investasi dalam bentuk sumber daya manusia yang terdidik
dan terlatih. Ia merupakan faktor krusial dalam
meningkatkan kualitas tenaga Kkerja, sehingga melalui
pendidikan, aspek psikomotorik dan kognitif individu
mampu berkembang, yang pada gilirannya dapat
memunculkan ide-ide baru dan berpotensi meningkatkan
pendapatan peroranga serta pendapatan negara [6]. Dengan
adanya pendidikan, kualitas dan kompetensi tenaga kerja
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dapat diting-katkan bahkan di sektor lain pula. Kesejahteraan
para pendidik juga sangat terkait dengan perkembangan
ekonomi yang mereka nikmati.

Pandangan alam  perspektif ilmu ekonomi,
pendidikan dipandang sebagai investasi sumber daya
manusia yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi,
peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan suatu negara.
Pendidikan bukan hanya sekadar proses transfer ilmu
pengetahuan, melainkan juga merupakan sarana untuk
mengembangkan keterampilan, meningkatkan efisiensi kerja,
serta memperluas kesempatan Kkerja dan pendapatan
individu. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran
strategis dalam membentuk tenaga kerja yang kompeten,
inovatif, dan adaptif terhadap perubahan pasar.

Implementasi dari pandangan ini dapat dilihat dari
bagaimana negara-negara membangun sistem pendidikan
sebagai bagian integral dari perencanaan ekonomi jangka
panjang. Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan
sebagai bentuk investasi publik untuk mencetak generasi
yang siap menghadapi tantangan pembangunan. Pendidikan
dasar dan menengah menjamin literasi dasar dan
pembentukan karakter kerja, sementara pendidikan tinggi
dan vokasional diarahkan untuk memenuhi kebutuhan
tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi.

Contohnya, pelatihan kejuruan (vocational training)
yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau industri
dirancang untuk menyiapkan peserta didik masuk langsung
ke dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan
diarahkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi, baik
secara individu maupun nasional. Seseorang dengan
pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi cenderung

|15



memiliki penghasilan yang lebih baik dan daya saing yang
lebih tinggi di pasar kerja.

Lebih dari itu, pendidikan juga memainkan peran
penting dalam mengurangi pengangguran dan memutus
rantai kemiskinan. Individu yang berpendidikan memiliki
peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang
layak, berwirausaha, atau menciptakan lapangan kerja baru.
Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi alat mobilitas
ekonomi, memungkinkan seseorang berpindah dari lapisan
ekonomi bawah ke lapisan yang lebih sejahtera.

Dalam sektor industri dan perusahaan, pendidikan
berperan dalam pengembangan sumber daya manusia
melalui program pelatihan, magang, dan sertifikasi.
Perusahaan yang terus meningkatkan kualitas SDM-nya akan
mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan
pasar global. Inilah yang disebut pendidikan sebagai modal
manusia  (human  capital)—faktor  penting  dalam
produktivitas dan pertumbuhan perusahaan.

Di sisi lain, pendekatan ekonomi terhadap pendidikan
juga menekankan pada efisiensi dan efektivitas. Ini berarti
bahwa pendidikan harus dirancang dengan memperhatikan
biaya dan manfaat. Program pendidikan harus disesuaikan
dengan kebutuhan dunia kerja agar tidak terjadi mismatch
antara lulusan dan lapangan kerja yang tersedia. Pemerintah
dan lembaga pendidikan perlu melakukan riset pasar kerja
secara berkala agar pendidikan benar-benar menjadi
penopang pembangunan ekonomi.

Dengan demikian, dari sudut pandang ilmu ekonomi,
pendidikan tidak hanya dilihat sebagai hak dasar manusia,
tetapi juga sebagai kunci utama untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi
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ketimpangan sosial, dan meningkatkan daya saing bangsa di
era globalisasi.

Berdasarkan pandangan antropologi Pendidikan
merupakan suatu proses manusia sebagaii makhluk yang
berbudaya, untuk itu antropologi merumuskan “bahwa
sekolah merupakan sebuah benda budaya yang menjadi
skema nilai-nilai dengan membimbingg masyarakat” [6].

Dengan berbagai cara pengajaran yang tidak efektif
dibandingkan dengan media pendidikan, hal ini sangat
bertentangan dengan analisis sumber yang diperoleh di
lapangan oleh para ahli antropologi. Oleh karena itu, peran
pendidik tidak anya terbatas pada penekanan nilai budaya,
tetapi juga mencakup pengaturan dan konfrontasi antara
gagasan dan tindakan dalam bidang pendidikan.

Implementasi pendidikan dari perspektif antropologi
terlihat jelas dalam kehidupan masyarakat tradisional
maupun modern. Dalam masyarakat adat, misalnya,
pendidikan berlangsung secara informal melalui cerita
rakyat, ritual, upacara adat, dan pengalaman langsung dalam
kehidupan sehari-hari. Seorang anak belajar cara berburu,
bertani, menenun, atau memimpin upacara bukan di sekolah,
tetapi melalui pendampingan langsung dari orang tua dan
tokoh adat. Pendidikan di sini bersifat kontekstual dan
menyatu dengan kehidupan budaya masyarakat.

Dalam masyarakat modern, implementasi pendidikan
secara antropologis tampak melalui pengintegrasian muatan
lokal dan kearifan budaya dalam kurikulum sekolah. Sebagai
contoh, pelajaran tentang budaya daerah, bahasa lokal, seni
tradisional, dan sejarah lokal merupakan bentuk upaya
pelestarian identitas budaya melalui jalur pendidikan formal.
Ini penting agar generasi muda tidak tercerabut dari akar

| 17



budayanya, meskipun hidup di era globalisasi yang penuh
dengan pengaruh budaya luar.

Pendidikan dari kacamata antropologi juga
menekankan pada pentingnya pengakuan terhadap
keragaman budaya. Dalam masyarakat yang multikultural
seperti Indonesia, sistem pendidikan harus bersifat inklusif
dan menghargai pluralitas. Implementasinya dapat berupa
pengajaran toleransi, kerja sama lintas budaya, serta
pembelajaran multikultural yang membentuk sikap saling
menghormati antar kelompok etnis, agama, dan bahasa.

Lebih lanjut, pendidikan dalam konteks antropologi
juga berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Ketika suatu
masyarakat mengalami modernisasi, pendidikan menjadi
jalur utama untuk mengenalkan nilai-nilai baru yang
dibutuhkan, seperti kesetaraan gender, demokrasi, dan
pelestarian lingkungan. Namun, proses perubahan ini tetap
harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal agar tidak
menimbulkan konflik sosial atau kehilangan identitas
budaya. Dengan demikian, dari perspektif antropologi,
pendidikan tidak sekadar bertujuan mencerdaskan individu,
tetapi juga membentuk manusia yang berbudaya, berakar
pada nilai-nilai leluhur, dan mampu hidup berdampingan
dalam keberagaman. Pendidikan adalah proses kemanusiaan
yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan
sebuah peradaban.

E. Pengertian Pendidikan menurut Tokoh Nasional

Ki Hajar Dewantara, Definisi Pendidikan menurut Ki
Hajar Dewantara adalah proses penunjang kekuatan kodrat
sebagai manusia yang memiki akal, dalam menguasai
pengetahuan pada peserta didik dengan tujuan manusi dapat
meninggikan derajatnya melalui pendidikan yang setinggi-
tingginya [7]. Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan
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sebagai usaha untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang
ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan
sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan
dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik lahir maupun batin.
Pandangan ini menekankan bahwa pendidikan bukan
sekadar alat untuk mencerdaskan otak, tetapi lebih dari itu,
pendidikan adalah proses memanusiakan manusia secara
utuh—baik secara intelektual, emosional, sosial, spiritual,
maupun moral.

Implementasi pemikiran pendidikan Ki Hajar
Dewantara terlihat dari sistem dan filosofi pendidikan yang
ia rintis, yaitu Taman Siswa, yang ia dirikan pada tahun 1922.
Di lembaga ini, pendidikan tidak dijalankan secara kaku dan
otoriter, tetapi penuh kasih sayang, kebebasan, dan
penghargaan terhadap kodrat anak. Filosofi pendidikannya
terangkum dalam semboyan terkenal:

“Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut
wuri handayani.”. Yang berarti: "Di depan memberi teladan,"
menunjukkan bahwa guru atau pendidik harus menjadi
contoh nyata dalam tingkah laku dan sikap. "Di tengah
membangun semangat,” menggambarkan bahwa guru harus
menjadi motivator dan fasilitator bagi peserta didik. "Di
belakang memberi dorongan,” menunjukkan peran guru yang
mendorong dan memberi kepercayaan kepada peserta didik
untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya.

Bentuk Implementasi Pendidikan Ki Hajar Dewantara
seperti pembelajaran yang berpusat pada anak, pendidikan
harus memperhatikan minat, bakat, dan kebutuhan anak.
Anak tidak boleh dipaksa untuk belajar sesuatu yang tidak
sesuai dengan perkembangannya. Pendidik bertugas
menuntun, bukan memaksa, penghargaan terhadap budaya
dan nilai kebangsaan serta pendidikan yang dirintis Ki Hajar
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Dewantara tidak hanya bertujuan mencetak individu yang
cerdas, tetapi juga yang berkepribadian nasional. Oleh karena
itu, muatan lokal, bahasa daerah, seni, dan kebudayaan
menjadi bagian penting dalam proses belajar.

Pembentukan karakter dan moral. Pendidikan
menurut Ki Hajar tidak hanya mengembangkan kemampuan
berpikir, tetapi juga budi pekerti, etika, dan rasa tanggung
jawab sosial. Ini menjadi cerminan pendidikan yang berjiwa
humanis dan integral. Pendidikan karakter merupakan upaya
terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli
dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik
menjadi insani kamil [8].

Kebebasan dalam belajar, dalam sistem Taman Siswa,
anak-anak diberikan kebebasan berekspresi dan berpikir,
karena menurut Ki Hajar, pendidikan yang baik adalah yang
membebaskan, bukan mengekang kreativitas dan daya nalar.

Peran aktif keluarga dan Masyarakat. Ki Hajar
menekankan bahwa pendidikan tidak hanya tanggung jawab
sekolah, tetapi juga keluarga dan lingkungan sosial. Oleh
sebab itu, pembentukan watak dan kepribadian anak harus
didukung oleh lingkungan yang sehat secara sosial dan
budaya.

Pendidikan sebagai jalan untuk Merdeka. Merdeka
dalam arti bebas berpikir, bebas belajar, dan bebas tumbuh
sebagai manusia yang utuh. Pendidikan tidak boleh dijadikan
alat penindasan, tetapi alat pembebasan dan pemberdayaan.

Hingga kini, pemikiran Ki Hajar Dewantara masih
sangat relevan dan menjadi landasan Kurikulum Merdeka
yang sedang diterapkan di Indonesia, di mana pembelajaran
berbasis minat, proyek, dan kebudayaan lokal menjadi inti
dalam proses pendidikan.
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Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus
berakar pada konteks budaya dan sosial siswa, menekankan
pentingnya pengembangan Kkarakter bersama prestasi
akademik.Pendidikan yang holistik ini bertujuan untuk
menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara
intelektual, tetapi juga memiliki budi pekerti dan mampu
berkontribusi positif terhadap masyarakat. Pendidikan yang
diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara juga menekankan peran
aktif siswa dalam proses belajar, di mana mereka diberi
kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan
potensi diri secara maksimal. Pendidikan yang demikian
tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga
membentuk sikap dan nilai-nilai moral yang diperlukan
dalam kehidupan sehari-hari.Pendidikan yang berlandaskan
prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan generasi
yang mandiri, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan
zaman dengan bijaksana.

KH. Ahmad Dahlan. Menurut perspektif Ahmad
Dahlan pendidikan tidak hanya sebuah alat yaung digunakan
untuk mentransfer suatu ilmu pengetahuan, melainkan dapat
digunakan sebagai sarana dalam pembentukan karakter pada
setiap individu [9]. Metode kontemporer yang ada pada
tahun 1912 menampilkan kurikulum yang terarah, sistem
tradisional, papan tulis, serta alat belajar.

Pembaruan dalam bidang pendidikan Islam yang
dilakukan oleh KH Ahmad Dahlan lebih menyoroti
pendekatan modern dalam pendidikan, mengadopsi model
dari Belanda dengan menggabungkan metode pendidikan
Belanda dan sistem pesantren. K.H. Ahmad Dahlan dikritik
sebagai seseorang yang meremehkan agama karena meniru
cara - cara pendidikan dari Belanda pada saat itu.
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Sistem pendidikan yang digagas oleh KH Ahmad
Dahlan adalah mengintegrasikan iman dengan kemajuan,
mencitakan generasi yang siap menghadapai tantangan
zaman untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Pemikiran  pendidikan @ KH Ahmad Dahlan
menekankan pentingnya memasukkan nilai-nilai moral dan
spiritual dalam proses belajar mengajar. la meyakini bahwa
tujuan pendidikan sejati adalah membentuk karakter yang
tangguh serta moral yang baik. Menurut pandangannya,
lembaga pendidikan formal tidak hanya memiliki tugas untuk
memberikan pengetahuan, tetapi juga memiliki tanggung
jawab untuk mendidik siswa agar menjadi individu yang
bermanfaat bagi masyarakat. KH Ahmad Dahlan berpendapat
bahwa pendidikan merupakan kolaborasi antara lembaga
pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial. Orang tua,
masyarakat, serta pemimpin agama diharapkan berperan
aktif dalam mendukung perkembangan pendidikan anak-
anak. Maka dari itu, interaksi antara murid, orang tua, dan
guru dianggap sebagai elemen kunci dalam pendidikan dan
harus menjadi fokus utama.

KH Ahmad Dahlan memandang pendidikan sebagai
jalan utama untuk mencerdaskan kehidupan umat dan
membangkitkan kesadaran keislaman serta kebangsaan. Bagi
Ahmad Dahlan, pendidikan adalah proses untuk membentuk
manusia yang berilmu, berakhlak mulia, mandiri, dan
berdaya guna bagi masyarakat. la meyakini bahwa
pendidikan yang baik harus mampu menggabungkan ajaran
[slam, ilmu pengetahuan modern, dan semangat pembaruan
sosial.

Prinsip Dasar Pendidikan Menurut KH Ahmad
Dahlan. Dalam merintis gerakan Muhammadiyah, Ahmad
Dahlan menekankan bahwa pendidikan harus bersumber
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pada ajaran Islam yang murni (Al-Qur'an dan Sunnah),
memberikan ilmu pengetahuan dunia secara menyeluruh,
agar umat Islam tidak tertinggal dalam kemajuan zaman,
menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan
sehari-hari, bersifat dinamis dan terbuka terhadap
perubahan sosial dan ilmu pengetahuan.

Implementasi Pandangan Pendidikan Ahmad Dahlan
yaitu 1 (a) ntegrasi antara ilmu agama dan ilmu umum.
Ahmad Dahlan menolak dikotomi antara ilmu agama dan
ilmu dunia. Sekolah Muhammadiyah yang ia dirikan
mengajarkan ilmu agama secara mendalam, tetapi juga
mengajarkan matematika, fisika, biologi, dan bahasa asing.
Ini merupakan terobosan besar pada masa itu, di mana
pendidikan Islam masih cenderung terpisah dari sains
modern. (b) Pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif.
Pendidikan menurut Ahmad Dahlan tidak hanya berhenti
pada teori. la menekankan pentingnya mengamalkan ajaran
agama dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, siswa
diajarkan untuk peduli pada kondisi sosial masyarakat,
seperti kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. (3)
Pemberdayaan kaum miskin dan marginal. Ahmad Dahlan
mengutamakan pendidikan yang inklusif, terbuka bagi siapa
saja tanpa memandang latar belakang sosial. la mendirikan
sekolah dan lembaga sosial untuk anak yatim, kaum miskin,
dan perempuan—yang pada zamannya seringkali
terpinggirkan dari dunia pendidikan. (4) Pendidikan
perempuan sebagai bentuk emansipasi. Di tengah budaya
patriarki, Ahmad Dahlan mendorong pendidikan bagi
perempuan. la mendirikan 'Aisyiyah, organisasi perempuan
Muhammadiyah, yang fokus pada pemberdayaan dan
pendidikan kaum perempuan. Ini merupakan bentuk
implementasi pendidikan yang berkeadilan gender dan

| 23



progresif. (5) Pembentukan karakter dan akhlak mulia. Bagi
Ahmad Dahlan, pendidikan bukan hanya soal cerdas secara
intelektual, tapi juga cakap secara moral. Pendidikan harus
menghasilkan insan yang jujur, bertanggung jawab, toleran,
dan memiliki semangat melayani sesama. (6) Pendidikan
untuk perubahan social. Pandangan Ahmad Dahlan
menempatkan pendidikan sebagai alat perubahan dan
pembaruan umat. la mengajak umat Islam untuk bangkit dari
keterbelakangan, tidak hanya dengan dakwah lisan, tetapi
juga melalui lembaga pendidikan yang mencetak generasi
pembaharu.

Peninggalan dan pemikiran Ahmad Dahlan tentang
pendidikan masih sangat terasa hingga saat ini, terutama
melalui ribuan sekolah, madrasah, universitas, dan amal
usaha Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pendidikan dalam pandangan Ahmad Dahlan adalah gerakan
pembebasan, pencerahan, dan pemberdayaan, yang
mengakar pada nilai Islam dan berpijak pada kebutuhan
zaman.

F. Pengetian Pendidikan menurut Tokoh Internasional

John Dewey. Menurut John Dewey menjelaskan bahwa
pengalaman merupakan asas atau dasar dari pendidikan.
Selain itu juga, pengalaman menjadi sarana dan tujuan dari
pendidikan. Hakekatnya pendidikan adalah suatu proses
mencari atau menemukan dan mengolah secara terus-
menerus. John Dewey juga mengungkapkan bahwa
pendidikan harus mampu membuat peserta didik menjadi
subjek untuk menafsirkan dan memaknai rangkaian
pengalamannya sedemikian rupa agar dapat terus tumbuh
dan kaya akan pengalaman tersebut [10].

Implementasi Pandangan John Dewey dalam Dunia
Pendidikan (a) Pembelajaran berbasis pengalaman
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(experiential learning). Di kelas yang mengadopsi pendekatan
Dewey, peserta didik tidak hanya duduk dan mendengar,
tetapi juga berpartisipasi aktif melalui kegiatan seperti
eksperimen, proyek, diskusi kelompok, dan pemecahan
masalah nyata. Misalnya, dalam pembelajaran IPA, siswa
diajak melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena
alam alih-alih hanya membaca buku teks. (b) Kurikulum
kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata.
Implementasi gagasan Dewey tercermin dalam kurikulum
yang menyesuaikan kebutuhan, minat, dan konteks sosial
peserta didik. Pembelajaran tidak disusun secara kaku, tetapi
fleksibel dan berorientasi pada kehidupan sehari-hari.
Tujuannya adalah agar siswa mampu menafsirkan
pengalaman pribadi mereka dan menghubungkannya dengan
konsep-konsep akademik. (c) Peserta didik sebagai subjek
aktif dalam belajar. Dalam pendidikan menurut Dewey, siswa
bukanlah objek pasif yang menerima informasi, melainkan
subjek yang berpikir, menganalisis, dan menciptakan makna
dari pengalaman mereka sendiri. Guru berperan sebagai
fasilitator yang membantu siswa mengembangkan potensi
mereka melalui dialog, pertanyaan terbuka, dan
pembelajaran kolaboratif. (d) Pendidikan sebagai proses
pembentukan karakter dan pemikiran kritis. Karena
pengalaman melibatkan interaksi dengan lingkungan sosial
dan moral, maka pendidikan juga bertujuan membentuk
karakter, nilai, dan kemampuan berpikir kritis. Setiap
pengalaman belajar dipandang sebagai kesempatan untuk
menumbuhkan rasa tanggung jawab, empati, dan kesadaran
sosial. (e) Belajar sebagai proses berkelanjutan (continuous
reconstruction of experience). Dewey menekankan bahwa
belajar adalah proses refleksi atas pengalaman masa lalu
untuk menyiapkan diri menghadapi pengalaman masa depan.
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Ini berarti bahwa pendidikan harus mendorong siswa untuk
merenung, mengevaluasi, dan memaknai apa yang mereka
alami, agar pembelajaran tidak hanya bersifat teknis, tetapi
juga transformatif.

Dengan demikian, implementasi pandangan John
Dewey dalam pendidikan menciptakan lingkungan belajar
yang hidup, bermakna, dan berpusat pada pengalaman nyata
peserta didik. Model ini menumbuhkan siswa yang Kkritis,
mandiri, reflektif, dan terus berkembang seiring perjalanan
hidupnya. Dalam era pendidikan modern, semangat Dewey
terus hidup melalui pendekatan seperti Project-Based
Learning, Inquiry-Based Learning, dan pendidikan
kontekstual, yang menjadikan pengalaman sebagai jembatan
utama menuju pemahaman dan pertumbuhan pribadi.

Herman. H. Horne. Pendidikan adalah proses yang
secara terus menerus terjadi dari bentuk penyesuaian
manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental agar
meningkat lebih tinggi. Manusia tersebutjuga memiliki
kebebasan dan kesadaran yang termanifestasi dalam alam
sekitar, intelektual, emosional, dan rasa kemanusiaan [11].

Implementasi Pendidikan sebagai Proses Penyesuaian
(a) Pendidikan sebagai Pembentukan Adaptasi Sosial dan
Budaya. Di dalam masyarakat yang terus berubah,
pendidikan menjadi media utama agar manusia dapat
menyesuaikan diri terhadap nilai, norma, dan perubahan
sosial yang dinamis. Misalnya, seorang anak yang tumbuh di
era digital perlu dikenalkan tidak hanya pada teknologi,
tetapi juga etika dalam berinteraksi di ruang digital.
Pendidikan mengajarkan bagaimana bersikap dalam
lingkungan sosial yang majemuk, penuh perbedaan, dan
membutuhkan toleransi. (b) Pengembangan Kecerdasan
Emosional dan Kesadaran Diri. Pendidikan juga mengasah
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kepekaan emosional dan moral, yang merupakan bagian dari
penyesuaian batin manusia dengan lingkungannya. Dalam
proses Dbelajar, anak-anak belajar mengenali emosi,
berempati, dan berinteraksi dengan sehat. Hal ini terlihat
dalam kurikulum pendidikan karakter yang menekankan
nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja sama.
(c) Pembebasan Pikiran dan Pengembangan Intelektual.
Manusia memiliki potensi intelektual yang unik. Melalui
pendidikan, potensi tersebut diarahkan agar berkembang
menuju pemikiran kritis dan kreatif. Proses belajar tidak lagi
semata hafalan, tetapi lebih menekankan pada pemahaman,
eksplorasi, dan sintesis pengetahuan. Inilah bentuk nyata
dari kebebasan berpikir yang menjadi ciri manusia yang
berkembang secara mental. (d) Penanaman Rasa
Kemanusiaan dan Kepedulian Lingkungan.

Pendidikan juga harus mampu menumbuhkan
kesadaran ekologis dan kemanusiaan. Melalui pembelajaran
yang berorientasi pada nilai dan aksi, peserta didik diajak
untuk memahami kondisi sosial, peduli terhadap penderitaan
sesama, dan berkontribusi dalam menjaga alam. Penanaman
nilai-nilai ini merupakan wujud dari manifestasi kesadaran
manusia dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan
alam dan masyarakat.

Pembelajaran Sepanjang Hayat (Lifelong Learning).
Karena pendidikan adalah proses yang berlangsung
sepanjang hidup, implementasinya tidak berhenti di sekolah.
Manusia terus mengalami perubahan dan tantangan,
sehingga pendidikan harus memberi kemampuan untuk
terus belajar, menyesuaikan diri, dan bertumbuh dalam
berbagai fase kehidupan—baik sebagai individu, anggota
keluarga, warga negara, maupun bagian dari komunitas
global.
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Pendidikan yang sejati adalah proses yang tidak hanya
meningkatkan kapasitas intelektual, tetapi juga membentuk
manusia yang sadar, bebas, dan mampu menjalani hidup
dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Pendidikan
adalah sarana untuk mengaktualisasikan potensi tertinggi
dalam diri manusia, agar dapat berperan aktif dalam
menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan
orang lain.

J.J. Rosseau. Jean - Jacques Rousseau adalah seorang
filsuf terkenal dari abad ke-18, yang melalui karyanya
memperkenalkan gagasan pendidikan yang berbasis alam,
yang menekankan perkembangan alami setiap individu
sebagai dasar utama dalam proses belajar. Pemikiran
Rousseau menyoroti nilai dari pengalaman langsung serta
hubungan alami dengan lingkungan sebagai metode utama
dalam mempengaruhi pembentukan karakter anak [2].

Implementasi Pandangan Rousseau dalam Praktik
Pendidikan yaitu (a) Pendidikan yang berfokus pada anak
(child-centered education). Dalam pendekatan Rousseau,
anak menjadi pusat dari proses pembelajaran. Pendidikan
tidak bersifat top-down atau instruktif, tetapi memberi ruang
bagi anak untuk mengeksplorasi dunianya sendiri, belajar
dari pengalaman dan kesalahan, serta menemukan makna
secara mandiri. Guru berperan sebagai penuntun, bukan
pengontrol. (b) Pembelajaran berbasis alam dan pengalaman
konkret. Rousseau sangat menekankan hubungan antara
anak dan alam. Anak didorong untuk berinteraksi dengan
dunia nyata, bukan hanya duduk di kelas membaca buku.
Misalnya, untuk memahami konsep tumbuhan, anak diajak
berkebun; untuk belajar tentang kerja keras, anak diberi
pengalaman langsung mengerjakan tugas praktis. Ini
membuat pembelajaran lebih bermakna dan membentuk
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karakter. (c) Tahapan perkembangan anak sebagai dasar
pembelajaran. Rousseau membagi perkembangan anak ke
dalam beberapa fase dan menekankan bahwa setiap fase
harus dihargai dan tidak boleh dipercepat. Misalnya, pada
usia dini, anak lebih banyak belajar melalui indera dan
pengalaman langsung, bukan dari logika atau hafalan.
Pendidikan yang baik adalah yang tidak terburu-buruy,
melainkan selaras dengan kematangan emosional dan
intelektual anak. (d) Pendidikan sebagai sarana
pembentukan karakter, bukan hanya intelektual. Rousseau
percaya bahwa pendidikan yang sejati adalah yang
membentuk manusia yang baik, bukan hanya pintar. Oleh
karena itu, pengalaman hidup, hubungan dengan alam, dan
latihan tanggung jawab adalah bagian penting dari
pendidikan, karena semua itu membentuk nilai-nilai moral
dan kebijaksanaan dalam diri anak. (e) Kebebasan dan
otonomi anak dalam belajar. Implementasi pemikiran
Rousseau juga menekankan pentingnya kebebasan anak
dalam memilih, berekspresi, dan mengeksplorasi. Anak tidak
harus terus-menerus diarahkan, melainkan diberi
kesempatan untuk membuat pilihan sendiri, belajar dari
konsekuensinya, dan tumbuh menjadi pribadi yang
bertanggung jawab dan mandiri.

Implementasi pendidikan ala Jean-Jacques Rousseau
melahirkan pendekatan yang humanis, naturalistik, dan
progresif, di mana setiap anak dihormati sebagai individu
yang unik dengan potensi alami yang harus dikembangkan
secara bertahap. Gagasan Rousseau masih sangat relevan
hingga kini, terutama dalam pendekatan Montessori,
pendidikan outdoor, dan homeschooling, yang menempatkan
anak dan alam sebagai pusat dari proses belajar.
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Maria Montessori. Konsep Montessori yaitu disebut
“periode sensitif’. Yang menekankan perkembangan anak itu
merupakan periode yang sangat penting. Pelatihan sensorik,
motorik, bahasa dan sosial anak dapat diberikan pada masa
periode sensitif ini, karena pada masa ini anak memiliki
kesiapan tinggi untuk pembelajaran seperti pelatihan
tersebut. selama masa peka anak harus diberikan alat
permainan untuk membantu perkembangan potensi anak.
Selama masa peka tersebut Montessori menyediakan bahan
dan alat didaktik untuk anak-anak agar anak dapat memilih
sendiri dan mengoreksi diri sendiri. Melalui ini anak-anak
akan memilih kegiatannya sendiri sehingga memotivasi diri
sendiri. Guru hanya tinggal membimbing muridnya. Dengan
materi pendidikan yang dapat mengoreksi diri. Montessori
berkeyakinan = bahwa  anak-anak akan  menyadari
kesalahannya sendiri sehingga mendorong anak untuk
mencoba dan memperbaiki kesalahannya. Selain itu
Montessori berkeyakinan bahwa dengan materi pendidikan
anak yang mengoreksi diri akan melatih anak-anak dalam
kemandirian dan kedisiplinan pada diri anak [12].

Implementasi Pemikiran Maria Montessori dalam Dunia
Pendidikan yaitu (a) Lingkungan Belajar yang Disiapkan
(Prepared  Environment). Sekolah-sekolah  Montessori
menciptakan lingkungan yang tertata rapi, tenang, dan
menarik secara visual. Semua alat dan bahan pembelajaran
dirancang agar mudah diakses oleh anak, sehingga mereka
dapat memilih aktivitas secara mandiri. Lingkungan ini
membantu anak membentuk kemandirian, rasa tanggung
jawab, dan disiplin diri. (b) Penggunaan Alat Didaktik
Montessori. Montessori merancang berbagai alat peraga
edukatif yang bersifat konkret dan dirancang untuk bisa
memperbaiki kesalahan secara mandiri. Misalnya, balok
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silinder, manik-manik angka, atau papan sandpaper huruf.
Alat-alat ini membantu anak memahami konsep abstrak
melalui pengalaman nyata dan merangsang semua indra
dalam proses belajar. (c) Pembelajaran Mandiri dan Bebas
Pilih (Self-directed Learning). Anak-anak diberi kebebasan
untuk memilih kegiatan yang mereka minati dari berbagai
pilihan yang tersedia. Mereka tidak dipaksa belajar dengan
jadwal yang kaku, melainkan diberi waktu untuk
menyelesaikan aktivitas dengan ritme mereka sendiri. Hal ini
membentuk rasa percaya diri, kemandirian, dan motivasi
intrinsik yang kuat. (d) Peran Guru sebagai Pembimbing,
bukan Pengajar. Guru dalam pendidikan Montessori bukan
pusat dari proses belajar. Mereka berperan sebagai fasilitator
atau pengamat, yang membantu anak ketika dibutuhkan dan
membiarkan anak mengalami proses belajarnya sendiri. Guru
tidak mengoreksi secara langsung, tetapi memberi ruang
agar anak menyadari kesalahan dan memperbaikinya secara
mandiri. (e) Fokus pada Perkembangan Holistik Anak.
Montessori tidak hanya fokus pada kecerdasan intelektual,
tetapi juga perkembangan emosional, sosial, dan spiritual
anak. Setiap kegiatan diarahkan untuk membangun
keterampilan hidup (life skills), seperti merawat diri,
menghormati orang lain, serta bekerja sama dalam
kelompok. (f) Multi-Age Classrooms (Kelas Campuran Usia).
Dalam sistem Montessori, kelas biasanya terdiri dari anak-
anak dengan rentang usia 3 tahun, misalnya usia 3-6 tahun,
6-9 tahun, dan seterusnya. Ini mendorong interaksi sosial
yang sehat, kerja sama, serta kesempatan bagi anak yang
lebih besar untuk membimbing anak yang lebih kecil.
Pendekatan Montessori telah diterapkan di seluruh
dunia dan terbukti efektif dalam mengembangkan
kemandirian, rasa tanggung jawab, kecintaan belajar, dan
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kemampuan sosial anak. Bahkan hingga kini, banyak sekolah
modern mengadopsi prinsip-prinsip Montessori dalam
sistem pembelajarannya, karena pendekatan ini sangat
relevan dalam membentuk generasi yang kreatif, berpikir
kritis, dan tangguh menghadapi tantangan zaman.

Pendidikan merupakan suatu proses yang memiliki
dimensi luas, mencakup seluruh aspek perkembangan
manusia baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari
masyarakat. Dalam konteks teoritis, pendidikan tidak hanya
dipahami sebagai sarana penyampaian pengetahuan,
melainkan juga sebagai media pembentukan karakter,
penanaman nilai-nilai moral, serta pengembangan potensi
manusia secara menyeluruh. Proses pendidikan mencakup
unsur kesadaran diri, budaya, pengalaman langsung, serta
pengaruh lingkungan yang secara integral membentuk
kepribadian dan kompetensi seseorang.

Secara implementatif, pendidikan berlangsung dalam
berbagai bentuk—baik formal, nonformal, maupun
informal—dengan pendekatan yang adaptif terhadap
dinamika zaman dan kebutuhan sosial masyarakat. Praktik
pendidikan tidak terlepas dari kontribusi berbagai cabang
ilmu, seperti psikologi, sosiologi, ekonomi, politik, dan
antropologi. Masing-masing disiplin memberikan perspektif
yang beragam dalam merancang sistem pendidikan yang
kontekstual, efektif, dan berkelanjutan.

Pemikiran para tokoh pendidikan—baik dari dalam
negeri seperti Ki Hajar Dewantara dan KH. Ahmad Dahlan,
maupun tokoh dunia seperti John Dewey, Jean-Jacques
Rousseau, Herman Horne, dan Maria Montessori—
menunjukkan urgensi pendidikan yang berorientasi pada
kemanusiaan, pengembangan potensi individu, serta
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pentingnya pengalaman nyata dan kebebasan dalam proses
belajar. Seluruh gagasan tersebut bermuara pada cita-cita
bersama, yaitu membentuk manusia yang cerdas secara
intelektual, luhur secara moral, mandiri secara sikap, serta
mampu berperan secara harmonis dalam kehidupan sosial.
Dengan demikian, pendidikan berperan sebagai fondasi
utama dalam membangun peradaban yang unggul dan
beretika. Untuk mewujudkan sistem pendidikan yang selaras
antara teori dan praktik, dibutuhkan sinergi yang terencana
dan  berkesinambungan dari seluruh = komponen
masyarakat—meliputi lembaga pendidikan, keluarga,
pemerintah, dan komunitas—guna menciptakan generasi
yang kompeten, berdaya saing tinggi, dan berkarakter mulia.
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DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Perubahan perkembangan zaman yang terus
berlangsung di Indonesia menjadikan pendidikan sebagai
salah satu indikator dalam pencapaian peningkatan kualitas
dan mutu pendidikan yang unggul dan berkualitas.
Pendidikan sebagai dasar utama sebagai pondasi atau
landasan yang kuat oleh setiap orang untuk melakukan
perubahan. Seseorang dapat mencapai kesempurnaan hidup
karena adanya pendidikan [1]. Pendidikan mempunyai
peranan penting dalam merubah kepribadian seseorang
menjadi manusia yang lebih baik karena dengan pendidikan
akan bisa berpikir maju dan berkembang [2], pendidikan
dapat di peroleh di jenjang sekolah mulai dari tingkat TK, SD,
SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Selain jenjang sekolah,
pendidikan juga dapat di peroleh dimana saja terutama di
lingkungan sekitar [3]. Proses pendidikan bukan hanya tugas
utama sekolah saja, melainkan semua unsur dapat
mengembangkan proses kemajuan pendidikan seperti guru,
guru bukan sebagai pengajar tetapi sebagai pendidik dan
fasilitator siswa dalam membangun karakter serta sumber
daya manusia yang berkualitas [1]. Pendidikan juga sebagai
upaya dalam memanusiakan manusia untuk kemajuan
bangsa. Pendidikan memiliki peranan penting dalam
mencetak generasi yang unggul dan berkualitas. Jika proses
pembentukan karakter tidak dapat berhasil, maka kemajuan
bangsa dapat dipastikan akan sulit [4].

Pendidikan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan
manusia, manusia dapat meningkatkan kemampuan dan
keterampilan, menggali potensi, menumbuhkan bakat, serta
memperoleh pengetahuan dan nilai-nilai yang diperlukan
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dalam kehidupan bermasyarakat [5]. Selain dari ilmu
pengetahuan, pendidikan juga memberikan dampak positif
dalam aspek sosial kehidupan manusia diantaranya: (1)
Mengurangi tingkat kemiskinan; (2) Meningkatkan
pendapatan; (3) Mendukung terciptanya kesetaraan; (4)
Meningkatkan taraf kesehatan ; (5) Mendorong pertumbuhan
ekonomi; (6) Menumbuhkan kesadaran lingkungan [6].
Manusia juga menjadi inovasi dan kreatif dengan teknologi
yang berkemajuan, mereka memiliki daya saing yang tinggi
dalam berbagai sektor negara [7]. Undang-undang nomor 20
tahun 2003 menyatakan tentang pendidikan nasional
menekankan pada penegembangan potensi peserta didik
menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dasar
pendidikan ini mencakup beberapa landasan yang sangat
penting dalam merancang sistem pendidikan yang adaptif
dan responsif terhadap perubahan zaman. Landasan ini
mencakup landasan filosofis, yuridis, historis, sosiologis, dan
psikologis [8].

Dasar pendidikan juga harus didasarkan pada
pandangan tentang hakikat manusia dan tujuan hidup.
Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan
bertujuan untuk membantu manusia dalam mengembangkan
segala kekuatan alam mereka secara optimal, baik sebagai
invidu maupun sebagai anggota masyarakat [9].
Mengembangkan dan memahami pendidikan diperlukan
strategi yang tepat. Strategi tersebut dapat diketahui oleh
faktor internal seperti kecerdasan, minat dan bakat serta
motivasi, sedangkan faktor eksternal bisa dari dukungan
keadaan orang tua, kondisi sekolah, dan lingkungan
masyarakat [6]. Hal ini diperlukannya standar pendidikan
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dalam meningkatkan kualitas pendidikan, diantaranya
diperlukannya pendidik, peserta didik, serta peran orang tua
dan lingkungan yang dapat membantu kerjasama
membentuk karakter anak menjadi lebih baik. Pendidik
merupakan kunci dalam proses keberhasilan pendidikan.
Pendidik bertanggung jawab dalam proses pengembangan
anak secara kognitif, psikomotorik, afektif, dan spiritualitatif.

Berlandasan pendidikan yang kuat, maka tujuan
pendidikan dapat dirumuskan secara terarah dan
kontekstual sesuai dengan kebutuhan individu, masyarakat,
dan bangsa. Tujuan pendidikan merupakan arah terakhir dari
proses pendidikan, dengan terbentuknya manusia yang
memiliki kecakapan moralitas, cerdas, tanggung jawab
terhadap lingkungan serta kecakapan sosial. Pendidikan juga
harus mempersiapkan peserta didik yang baik, tidak hanya
dapat menyesuaikan diri, tetapi juga menjadi pusat
perubahan dalam penegembangan pengetahuan,
pembentukan karakter, dan menjadikan manusia siap dalam
menghadapi tantangan masa depan [10].

A. Definisi Pendidikan

Pendidikan terus Dberjalan dan mengalami
perubahan seiring perkembangan jaman. Manusia dituntut
untuk bisa berkembang dan maju dalam menyikapi
tantangan perubahan global. Pendidikan memiliki peranan
penting dalam meningkatkan kualitas dan mutu sumber
daya manusia yang baik. Keberhasilan pendidikan dapat
dilihat dari sumber daya manusia yang bisa berkembang
dengan pola pikir mereka yang kritis, memiliki karakter dan
potensi yang baik, serta mengembangkan keterampilan
yang dimiliki [2]. Pendidikan merupakan segala
pengetahuan yang dipelajari terjadi sepanjang hayat (lomg
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life education) dan dapat terjadi dimana pun serta dalam
keadaan apapun yang mempengaruhi perubahan positif
pada setiap pertumbuhan makhluk hidup.

Pendidikan juga membawa kita sebagai humanisme
atau dikenal dengan istilah sebagai memanusiakan manusia
seperti saling menghormati, menghargai hak asasi oleh
setiap manusia. Peserta didik merupakan gerasi penerus
yang perlu kita bimbing dalam membentuk individu yang
berpikir kritis, berakhlak yang baik, dan mandiri pada setiap
perubahan menuju pendewasaan diri [11]. Pada dasarnya
peserta didik dalam pembelajaran mereka merupakan
sebagai student centered learning, dimana peserta didik
dapat melakukan eksplorasi, diskusi, serta dapat
mengembangkan ide-ide kreativitas mereka. Peserta didik
memperoleh pendidikan tidak hanya dimaknai dengan
perolehan penyampaian informasi dan pembentukan
keterampilan saja, melainkan mencangkup segala upaya
yang lebih luas dalam megembangkan potensi individu
secara menyeluruh seperti mewujudkan keinginan,
kebutuhan, dan kemapuan peserta didik dapat mampu
mencapai kualitas pendidikan secara optimal yang dapat
diperoleh secara personal maupun sosial [12].

B. Dasar Pendidikan

Pendidikan dapat dipandang salah satu sebagai
bentuk investasi jangka panjang yang tidak hanya
memberikan keuntungan bagi individu secara personal,
tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat dan
negara secara luas [13]. Profesi merujuk pada suatu
pekerjaan atau posisi yang membutuhkan keahlian khusus,
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tanggung jawab yang tinggi, serta komitmen terhadap nilai-
nilai profesionalisme. Secara konseptual, suatu profesi tidak
dapat dijalankan oleh sembarang individu tanpa memiliki
kompetensi yang sesuai. Di era perkembangan abad ke-21,
peserta didik dituntut untuk menjadi pribadi yang unggul,
produktif, dan mampu berperan aktif sebagai warga negara
yang menjunjung nilai-nilai demokrasi [14]. Hal ini
bertujuan agar mereka dapat terlibat dalam pembangunan
global yang berkelanjutan, serta memiliki ketangguhan dalam
menghadapi berbagai tantangan yang muncul seiring dengan
kemajuan zaman [15].
C. Landasan Teoritis pendidikan

Landasan dasar pendidikan yang memiliki pondasi
kuat dalam mencapai pendidikan yang lebih baik.
Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana dalam
mencapai proses belajar sehingga peserta didik secara aktif
dapat mengembangkan potensi dirinya [16]. Pada
praktiknya dalam pemdidikan memerlukan dasar atau
landasan yang menjadi pusat tujuan arah, kebijakan, dan
menjalankan pendidikan menjadi selaras dengan tujuan
pembangunan manusia seutuhnya [17]. Dasar pendidikan
meliputi nilai, prinsip, dan norma yang digunakan untuk
mengarahkan kegiatan menjadi relevan sesuai kebutuhan
individu dan masyarakat. Dasar pendidikan tidak hanya
sebagai acuan dalam perumusan kebijakan pendidikan,
tetapi juga memberikan kajian teoritis dalam menjelaskan
mengapa dan bagaimana pendidikan diselenggarakan [18].

Dasar pendidikan mencerminkan landasan-landasan
teoritis seperti filosofis, yuridis, psikologis, dan sosiologis.
Semua landasan ini saling berkesinambungan karena semua
aspek di dalamnya mencankup kurikulum, metode
pengajaran, sampai dengan evaluasi pembelajaran. Dasar
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pendidikan merupakan kunci utama dalam penembangan
sistem pendidikan yang relevan dan berkelanjutan [19].
a. Landasan Filosofis

Dasar filosofis pendidikan mengacu pada pemikiran
dan pandangan nilai-nilai dasar yang memiliki makna,
hakikat, dan tujuan. Landasan filosofis pendidikan membantu
pencapaian tujuan, kurikulum, dan metode pengajaran telah
disesuaikan dengan visi dan nilai-nilai filosofis yang telah
dianut. Dalam perspektif filsafat, pendidikan tidak dapat
terlepas dari pandangan terkait manusia (antropologi),
pengetahuan (epistemologi), nilai (aksiologi), dan realitas
(ontologi) [20]. Pandangan terkait manusia (antropologi)
merupakan kajian yang membahas hakikat dan eksistensi
manusia, bukan hanya mereka sebagai makhluk biologi,
tetapi juga sebagai manusia yang harus berpikir, bermoral,
sosial, dan spiritual. Antropologi berupaya memahami
manusia secara seutuhnya bukan hanya dari aspek fisik
tetapi juga eksistensial dan metafisik. Pandangan
pengetahuan (epistemologi) membahas tentang bagaimana
ilmu pengetahuan diperoleh, hal-hal yang perlu diperhatikan
agar pengetahuan yang diperoleh benar dan dapat
dipertanggung jawabkan. Epistemologi ini juga membahas
mengenai makna kebenaran serta kriteria yang digunakan
untuk menilainya. Objek pembahasannya mencangkup
pertanyaan tentang asal usul suatu pengetahuan, cara kita
mengetahui sesuatu, dan bagaimana membedakan dari hal
lain. Dengan demikian, epistemologi memiliki keterkaitan
yang erat dengan kondisi ruang dan waktu dari suatu
kejadian. Tujuan utama dari kajian ini untuk memahami
bagaimana hal ini terjadi,bagaimana cara kita mengenalinya,
membedakan dal hal lain, serta memahami keadaan dan
konteksnya dalam ruang dan waktu tertentu. Pandangan nilai
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(aksiologi) membahas tentang persoalan yang berkaitan
dengan nilai-nilai spiritual, yang bertujuan menguji dan
menyelaraskan nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Proses
ini mencakup upaya memelihara dan membentuk karakter
individu. Nilai-nilai yang berkembang dalam sistem sosial
masyarakat dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu
nilai ilahiyah dan insaniyah. Ilahiyah yaitu berkaitan dengan
wahyu ketuhanan yang disampaikan melalui para nabi yang
di dalamnya mencakup ketakwaan, keimanan, dan keadilan.
Nilai-nilai ini bersifat kekal dan abadi karena bersumber dari
wahyu. Insaniyah yaitu nilai-nilai yang muncul dari hasil
kesepakatan manusia dan tumbuh bersama perkembangan
peradaban. Nilai-nilai ini bersifat fleksibel dan terus berubabh,
serta kebenarannya bersifat relatif bergantung pada ruang
dan waktu. Pandangan realitas (ontologi) membahas hakikat
pendidikan, ontologi memberikan dasar konseptual bagi
pengetahuan dan cara memahaminya secara menyeluruh dan
realitas [21].

Landasan filosofis pendidikan ini mencakup ilmu dan
hakekat pengetahuan yang dikaitkan dengan tujuan, analisis
kritis terhadap struktur dan kegunaannya. Filosofis
pendidikan dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat
erat.

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis pendidikan di Indonesia merupakan
pondasi hukum yang mengatur penyelenggaraan pendidikan
nasional. Landasan yuridis ini mencakup berbagai peraturan
perundang-undangan yang menjamin hak setiap warga
negara untuk memperoleh pendidikan dan menetapkan
kewajiban negara dalam menyelenggarakan sistem
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pendidikan yang brkualitas. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003,
pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan
secara sadar dan terencana guna menciptakan suasana
belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan
peserta didik secara aktif mengembangkan berbagai potensi
yang dimilikinya. Tujuannya adalah untuk membentuk
kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan mengendalikan
diri, kepribadian yang matang, kecerdasan, akhlak yang baik,
serta keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupannya,
baik sebagai individu, anggota masyarakat, maupun sebagai
bagian dari bangsa dan negara [20].

Landasan yuridis ini berfungsi sebagai pedoman bagi
penyelenggara pendidikan dalam merancang, melaksanakan,
dan mengevaluasi program pendidikan. Dengan adanya
landasan hukum yang jelas, diharapkan penyelenggaraan
pendidikan dapat berjalan secara konsisten, transparan, dan
akuntabel. Kebijakan pendidikan di Indonesia masih
menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan seperti
ketimpangan akses pendidikan, kualitas pendidikan yang
belum merata, serta kurangnya pemahaman terhadap
regulasi pendidikan menjadi hambatan dalam mewujudkan
tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, diperlukan
upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan
masyarakat untuk memastikan bahwa landasan yuridis yang
telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif.

c. Landasan Historis

Pendidikan di Indonesia memiliki akar sejarah yang
panjang dan kaya, yang terbentuk dari berbagai fase
peradaban, mulai dari masa tradisional, kolonial, hingga era
kemerdekaan dan reformasi. Landasan historis ini bukan
hanya mencerminkan perkembangan sistem pendidikan dari
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waktu ke waktu, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam
perumusan kebijakan pendidikan nasional saat ini. Pada
masa tradisional Pendidikan berpusat pada budaya dan
agama. Proses pendidikan dilakukan di lingkungan keluarga
dan komunitas melalui adat istiadat serta nilai-nilai spiritual.
Di era Hindu-Buddha, pendidikan tersentralisasi di pusat-
pusat keagamaan seperti vihara dan asrama, sementara pada
masa masuknya Islam, pesantren menjadi lembaga
pendidikan utama. Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu
agama, tetapi juga keterampilan hidup dan etika sosial.
Sistem pendidikan pesantren menjadi akar penting dalam
membentuk  karakter bangsa, karena mengajarkan
kemandirian, kesederhanaan, dan nilai-nilai moral yang kuat
[22].

Masuknya kolonialisme Belanda membawa sistem
pendidikan formal yang terstruktur, tetapi bersifat eksklusif
dan diskriminatif. Pendidikan pada masa ini bertujuan
menciptakan tenaga kerja yang patuh terhadap kepentingan
kolonial. Lembaga pendidikan seperti HIS dan ELS hanya
terbuka untuk kelompok tertentu. Namun, kondisi ini
mendorong munculnya tokoh pendidikan seperti Ki Hajar
Dewantara, yang mendirikan Taman Siswa sebagai bentuk
perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial. Ia
menekankan pentingnya pendidikan yang memerdekakan
dan berakar pada budaya bangsa. lembaga pendidikan
alternatif seperti Taman Siswa menjadi cikal bakal sistem
pendidikan nasional yang berbasis nilai dan kebudayaan
local [23]. Pada era reformasi, pendidikan mengalami
desentralisasi untuk memberikan kewenangan lebih besar
kepada daerah dalam pengelolaannya. Tujuannya adalah
untuk mengakomodasi kebutuhan lokal dan meningkatkan
efisiensi pelayanan pendidikan. Namun, tantangan muncul
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dalam bentuk ketimpangan kualitas antar daerah dan
lemahnya kapasitas pengelolaan di beberapa wilayah.
Landasan historis pendidikan Indonesia mencerminkan
perjalanan panjang dalam mencari bentuk ideal pendidikan
nasional. Dari sistem adat, pesantren, hingga pendidikan
modern dan desentralisasi, semuanya memberikan pelajaran
penting bahwa pendidikan bukan sekadar proses belajar,
tetapi alat strategis dalam membentuk peradaban bangsa.
Memahami sejarah pendidikan sangat penting agar kebijakan
ke depan tetap relevan dan berpihak pada kepentingan
masyarakat.
d. Landasan Psikologis

Landasan psikologis dalam pendidikan mengacu pada
penerapan prinsip-prinsip psikologi untuk memahami
perilaku, perkembangan, dan kebutuhan individu dalam
konteks belajar [24]. Dengan memahami aspek ini, pendidik
dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung
pertumbuhan kognitif, emosional, dan sosial siswa. Setiap
individu mengalami tahapan perkembangan yang unik, baik
secara fisik, kognitif, maupun emosional. Pemahaman
terhadap psikologi perkembangan memungkinkan pendidik
untuk menyesuaikan metode dan materi pembelajaran sesuai
dengan tahap perkembangan siswa. Misalnya, pendekatan
pembelajaran untuk siswa sekolah dasar berbeda dengan
siswa sekolah menengah, karena perbedaan dalam
kemampuan berpikir abstrak dan konkret [25]. Dengan
demikian, penyesuaian strategi pembelajaran berdasarkan
tahap perkembangan siswa menjadi penting untuk
efektivitas Pendidikan [26].

Psikologi belajar berfokus pada bagaimana individu
memperoleh, memproses, dan mengingat informasi. Dengan
memahami teori-teori belajar, seperti behaviorisme,
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kognitivisme, dan konstruktivisme, pendidik dapat
merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan cara
belajar siswa. Misalnya, penerapan reinforcement dalam
teori behaviorisme dapat meningkatkan motivasi belajar
siswa melalui pemberian penghargaan atas pencapaian
tertentu [27]. Sementara itu, pendekatan Kkonstruktivis
mendorong siswa untuk membangun pengetahuan melalui
pengalaman dan refleksi. Landasan psikologis juga
menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar
yang inklusif dan mendukung. Lingkungan yang positif dapat
meningkatkan kesejahteraan emosional siswa, yang pada
gilirannya berdampak pada motivasi dan prestasi belajar.
Guru berperan penting dalam menciptakan atmosfer kelas
yang aman dan suportif, di mana setiap siswa merasa
dihargai dan didukung [28]. Hal ini dapat dicapai melalui
komunikasi yang efektif, empati, dan pendekatan yang
responsif terhadap kebutuhan individu siswa.
Pengembangan kurikulum yang efektif harus
mempertimbangkan aspek psikologis peserta didik. Dengan
memahami Kkarakteristik dan kebutuhan belajar siswa,
kurikulum  dapat dirancang untuk  memfasilitasi
pembelajaran yang optimal. Misalnya, materi pelajaran
disusun secara spiral, dimulai dari konsep sederhana menuju
konsep yang lebih kompleks, sesuai dengan kemampuan
kognitif siswa. Selain itu, integrasi kegiatan yang melibatkan
aspek afektif dan psikomotorik dapat memperkaya
pengalaman belajar siswa [29].
D. Tujuan Pendidikan

Pendidikan di Indonesia memiliki peran strategis
dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas,
berkarakter, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Tujuan
pendidikan nasional tidak hanya terfokus pada pencapaian
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akademik semata, tetapi juga pada pengembangan karakter,
keterampilan abad ke-21, dan kesiapan menghadapi
tantangan global. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab. Kebijakan "Merdeka
Belajar" yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bertujuan untuk
menciptakan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara
intelektual tetapi juga memiliki karakter yang kuat.
Kebijakan ini memberikan fleksibilitas kepada guru dan
siswa dalam proses pembelajaran, mendorong inovasi,
kreativitas, dan kemandirian dalam belajar [30].

Dengan demikian, tujuan pendidikan di Indonesia
tidak hanya berfokus pada aspek kognitif tetapi juga pada
pengembangan karakter, keterampilan abad ke-21, dan
kesiapan menghadapi tantangan global. Melalui berbagai
kebijakan dan program strategis, diharapkan pendidikan di
Indonesia dapat menghasilkan generasi yang unggul, adaptif,
dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Tujuan
Pendidikan secara umum dapat diketahui dari: (1) Undang-
undang Nomor 2 Tahun 1985 dimana pendidikan bertujuan
untuk menderdaskan kehidupan dan mengembangkan
manusia seutuhnya. (2) Menurut Undang-Undang Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3,
tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
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sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
E. Ideologi Pendidikan

Selain itu tujuan pendidikan memiliki aliran ideologi
pendidikan diantaranya yaitu ideologi fundamentalisme,
ideologi inteletualisme, ideologi konservatisme, ideologi
liberalisme, dan ideologi anarkisme.
a. Ideologi Fundamentalisme

Fundamentalisme dalam konteks pendidikan dapat di
lihat pada pendekatan yang menekankan ketaatan mutlak
terhadap ajaran-ajaran dasar suatu agama atau ideologi
tertentu. Dalam pendekatan ini, pendidikan dipandang
sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai absolut yang
dianggap tidak dapat diganggu gugat, dengan tujuan utama
membentuk individu yang sepenuhnya tunduk pada prinsip-
prinsip tersebut. Fundamentalisme merupakan suatu
ideologi yang memiliki gagasan berdasarkan logika rasional.
Dalam konteks ini, gagasan atau makna yang terkandung
dalam ideologi tersebut berperan dalam membentuk cara
berpikir dan bertindak individu maupun kelompok, yang
pada akhirnya membentuk tatanan sosial. Oleh karena itu,
studi tentang bahasa memperoleh peran penting, karena
bahasa memiliki kemampuan untuk menggerakkan individu
atau kelompok dalam ranah sosial. Sebagai sistem simbolik,
ideologi juga berkaitan erat dengan tindakan sosial.
Contohnya, wacana permusuhan dan sikap konfrontatif yang
diusung oleh kelompok Islam "radikal" terhadap agama
Kristen dan Yahudi bukan hanya mencerminkan cara
pandang mereka terhadap kedua agama tersebut, tetapi juga
mengandung potensi tersembunyi yang dapat memicu
konflik dan kekerasan kapan saja [31].
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Dengan kata lain, ideologi memainkan peran krusial
dalam membentuk arah serta tujuan tindakan kolektif
anggota suatu kelompok, sehingga gerakan mereka menjadi
lebih sistematis dan terfokus. Oleh karena itu, gerakan yang
dilandasi oleh ideologi memiliki karakteristik yang berbeda
dibandingkan dengan gerakan yang bertumpu pada
kepentingan kelas sosial. Jika perlawanan kelas cenderung
mereda setelah tuntutan ekonomi-politik terpenuhi, maka
perlawanan ideologis justru terus berkembang, menggali dan
mempertajam dimensi-dimensi ideologis dari keyakinan
yang dianggap sebagai kebenaran mutlak, yang terus-
menerus dijunjung dan diperjuangkan. Sebelum masuk lebih
dalam ke dalam pembahasan mengenai fundamentalisme,
penting untuk terlebih dahulu memahami definisi dasar yang
dapat membantu memetakan isu yang sedang dianalisis.
Istilah fundamentalisme sendiri memiliki beragam makna,
yang kadang tidak jelas atau bahkan sengaja dibuat ambigu.
Hal ini karena pemaknaan terhadap fundamentalisme sangat
dipengaruhi oleh konteks sosial di mana ia muncul. Istilah ini
bersifat fleksibel dalam penafsiran—terkadang dilihat dari
sudut pandang sosiologis, namun tidak jarang pula
ditafsirkan secara ideologis dan teologis [31].

b. Ideologi Intelektualisme

Ideologi intelektualisme merupakan salah satu
ideologi pendidikan yang menempatkan akal dan nalar
sebagai instrumen utama dalam proses pembelajaran. Dalam
pandangan ini, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan
potensi intelektual individu secara menyeluruh, membentuk
kemampuan berpikir Kritis, serta membekali peserta didik
dengan wawasan keilmuan yang mendalam dan etika
keilmuan yang kokoh. Pendekatan ini tidak hanya
menekankan pencapaian kognitif, tetapi juga pembentukan
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pribadi yang rasional, terbuka, dan bertanggung jawab secara
intelektual. Ideologi intelektualisme berpijak pada prinsip
etika pribadi yang bersifat terbuka dan universal. Sebagian
besar penganut pandangan ini meyakini bahwa
pengembangan kecerdasan melalui pelatihan merupakan
cara alami dan paling efektif untuk membimbing individu
menuju pencerahan, baik secara filosofis maupun religius.
Tujuan utamanya adalah menciptakan individu yang
tercerahkan dan memiliki kesadaran diri yang tinggi.
Individu-individu semacam inilah yang dianggap layak untuk
memimpin negara, karena mereka dipercaya mampu
mengelola sistem pendidikan. Dengan mereka
mengendalikan pendidikan, proses mencerdaskan generasi
berikutnya pun berada dalam kendali mereka.

Dalam tujuan ideologi ini, institusi pendidikan
memiliki tanggung jawab untuk membantu setiap individu
mencapai potensi maksimalnya. Mereka yang berhasil
mengembangkan kualitas moral dan intelektual secara
optimal dianggap pantas untuk memegang kekuasaan dalam
pemerintahan. Oleh karena itu, sekolah sebagai salah satu
pilar penting negara, wajib menyediakan pendidikan yang
merata dan sesuai bagi seluruh Masyarakat [32]. Ideologi ini
menekankan pentingnya kurikulum pendidikan yang
berorientasi pada pembentukan daya kritis, kreativitas, dan
kemampuan reflektif. Kurikulum tidak semata-mata
diarahkan pada penguasaan materi akademik, tetapi juga
diarahkan pada pembinaan sikap intelektual yang
menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan
tanggung jawab sosial. Dengan kata lain, pendidikan dalam
bingkai intelektualisme bertujuan melahirkan warga negara
yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas dan
kepedulian terhadap permasalahan kemanusiaan.
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Ideologi intelektualisme juga menekankan
pentingnya kesetaraan akses terhadap pendidikan. Dalam
pandangan ini, pendidikan bukanlah hak istimewa segelintir
kalangan, melainkan hak fundamental setiap individu tanpa
memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya.
Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan sistem
pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, agar setiap warga
memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan potensi
intelektualnya. Kesadaran akan pentingnya pemerataan ini
merupakan wujud dari komitmen terhadap prinsip keadilan
sosial, sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai dasar negara
hukum yang demokratis. Namun, penerapan ideologi
intelektualisme tidak terlepas dari tantangan. Di tengah
dominasi ideologi pragmatis yang lebih menekankan pada
hasil instan dan kepentingan pasar, idealisme intelektualisme
sering kali terpinggirkan. Banyak institusi pendidikan lebih
fokus pada pencapaian angka-angka statistik daripada pada
pengembangan kualitas berpikir dan karakter peserta didik.
Oleh karena itu, diperlukan upaya konsisten dari seluruh
elemen bangsa—baik pemerintah, pendidik, maupun
masyarakat—untuk menghidupkan kembali semangat
intelektualisme dalam praktik pendidikan sehari-hari. Hanya
dengan komitmen kolektif ini, visi pendidikan sebagai sarana
pembentukan manusia paripurna yang tercerahkan dan
bermoral tinggi dapat benar-benar terwujud.

c. Ideologi Konservatisme

Pandangan ideologi konservatisme, tujuan utama
pendidikan adalah untuk mempertahankan,
mentransmisikan, dan melestarikan nilai-nilai, tradisi, serta
norma-norma sosial yang telah terbukti stabil dan berguna
dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan dipandang sebagai
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instrumen penting dalam membentuk individu yang taat
pada tatanan sosial yang ada, menghargai otoritas, serta
menjunjung tinggi etika dan moralitas yang berlaku.
Konservatisme menekankan pentingnya kesinambungan
budaya dan kepercayaan bahwa perubahan sosial harus
berlangsung secara bertahap dan hati-hati, bukan melalui
revolusi atau eksperimen radikal dalam sistem pendidikan.
Oleh karena itu, pendidikan menurut konservatisme tidak
diarahkan pada transformasi sosial yang cepat, tetapi pada
pembentukan karakter dan kedisiplinan individu yang sesuai
dengan norma masyarakat. Kurikulum dalam kerangka ini
cenderung bersifat tradisional dan menekankan penguasaan
pengetahuan dasar, sejarah, bahasa, agama, serta nilai-nilai
kebudayaan lokal. Guru dipandang sebagai figur otoritatif
yang bertugas menanamkan nilai-nilai tersebut secara
sistematis dan konsisten kepada peserta didik. Tujuan
akhirnya adalah menciptakan warga negara yang stabil
secara emosional, beretika, dan bertanggung jawab terhadap
masyarakat dan negaranya. Dalam konteks ini, pendidikan
juga dianggap berperan penting dalam menjaga integrasi
sosial dan memperkuat identitas nasional. Dengan demikian,
konservatisme melihat pendidikan sebagai fondasi penting
dalam merawat warisan intelektual dan moral suatu bangsa,
sekaligus sebagai sarana untuk menyiapkan generasi penerus
yang setia pada prinsip-prinsip dasar kehidupan bersama
[33].

Konservatisme juga menekankan pentingnya peran
lembaga pendidikan dalam membentuk Kkarakter dan
moralitas peserta didik. Pendidikan tidak hanya difokuskan
pada aspek kognitif, tetapi juga pada pengembangan aspek
afektif dan psikomotorik, guna menciptakan individu yang
seimbang dan berbudaya . Dalam konteks ini, guru dianggap
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sebagai figur otoritatif yang bertugas menanamkan nilai-nilai
tersebut secara sistematis dan konsisten kepada peserta
didik. Tujuan pendidikan menurut ideologi konservatisme
adalah membentuk individu yang mampu mempertahankan
dan meneruskan nilai-nilai tradisional, serta berkontribusi
dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan masyarakat.
Pendidikan dilihat sebagai proses yang harus dijalankan
dengan hati-hati, menghargai warisan budaya, dan menolak
perubahan yang bersifat revolusioner. Salah satu prinsip
utama konservatisme dalam pendidikan adalah bahwa
kebenaran dan nilai moral bersifat tetap dan objektif.
Pendidikan bertugas untuk mentransmisikan nilai-nilai
tersebut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam
pandangan ini, guru memiliki peran yang sangat penting
sebagai figur otoritatif yang bukan hanya menyampaikan
pengetahuan, tetapi juga membimbing perilaku dan karakter
siswa. Proses belajar-mengajar bukan hanya berkutat pada
aspek kognitif, tetapi juga menekankan aspek afektif dan
moral.
d. Ideologi Anarkisme

Ideologi anarkisme, tujuan pendidikan adalah
membebaskan individu dari berbagai bentuk penindasan
struktural, baik itu negara, otoritas yang represif, maupun
sistem sosial yang hierarkis. Pendidikan dipandang sebagai
alat untuk membentuk manusia yang otonom, kritis, dan
mampu berpikir bebas tanpa tunduk pada dogma atau
kekuasaan yang mengekang kebebasan individu. Anarkisme
menolak pendidikan yang Dbersifat indoktrinatif dan
mempromosikan  model pendidikan yang egaliter,
partisipatif, dan berbasis pada solidaritas serta kerja sama.
Melalui pendidikan, anarkisme bertujuan membangun
masyarakat yang bebas dari dominasi, di mana setiap
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individu memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya
sendiri dan berkontribusi dalam komunitas secara sukarela
dan setara. Pendidikan anarkisme bertujuan untuk
menciptakan masyarakat yang egaliter melalui proses belajar
yang partisipatif dan non-hierarkis. la berpendapat bahwa
pendidikan  seharusnya tidak hanya mengajarkan
pengetahuan, tetapi juga membentuk individu yang mampu
berpikir kritis dan bertindak secara mandiri dalam
komunitasnya [34].

Pendidikan anarkis menolak model pendidikan yang
bersifat indoktrinatif dan koersif. Sebaliknya, ia mendorong
pembelajaran yang berbasis pada kerja sama, solidaritas, dan
kebebasan individu. Hal ini tercermin dalam pendekatan
pedagogis yang menekankan pada dialog, partisipasi aktif,
dan penghargaan terhadap pengalaman serta perspektif
setiap peserta didik. Dengan demikian, tujuan pendidikan
dalam ideologi anarkisme adalah membentuk individu yang
tidak hanya bebas secara intelektual, tetapi juga mampu
berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil,
setara, dan bebas dari struktur kekuasaan yang menindas.
Pendidikan menjadi sarana untuk membangun kesadaran
kritis dan kapasitas kolektif dalam mewujudkan transformasi
sosial yang berkelanjutan.

Dari beberapa ideologi yang telah di jelaskan maka
tujuan Pendidikan yang lebih baik untuk diterapkan adalah
ideologi kontruktivisme. Konstruktivisme adalah pendekatan
pedagogis (bukan sekadar ideologi politik) yang sangat
aplikatif di ruang kelas, menekankan bahwa siswa
membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman,
eksplorasi, dan refleksi. Cocok dengan kurikulum modern
(misalnya Kurikulum Merdeka di Indonesia) yang
menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, berpikir
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kritis, dan pemecahan masalah. Keunggulan dari ideologi
kontruktivisme adalah mendorong partisipasi aktif siswa,
guru berperan sebagai fasilitator, bukan otoritas Tunggal,
menyesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa.

Pendidikan = merupakan proses yang sangat
fundamental dalam kehidupan manusia, yang tidak hanya
berfungsi sebagai alat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi
juga sebagai sarana untuk membentuk kepribadian, karakter,
dan tatanan masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu,
memahami dasar dan tujuan pendidikan sangatlah penting
dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang
bermakna, berkelanjutan, dan berdampak luas. ecara
filosofis, pendidikan memiliki tiga landasan utama: ontologis,
epistemologis, dan aksiologis. Landasan ontologis berkaitan
dengan pandangan tentang hakikat manusia dan
eksistensinya. Pendidikan dilandaskan pada asumsi bahwa
manusia adalah makhluk yang dapat berkembang dan
memiliki potensi yang dapat dibina melalui proses belajar.
Sementara itu, landasan epistemologis berkaitan dengan cara
manusia memperoleh pengetahuan, yang kemudian
memengaruhi metode pengajaran dan strategi pembelajaran
yang digunakan di sekolah. Sedangkan landasan aksiologis
menyentuh aspek nilai, moral, dan tujuan akhir dari
pendidikan, seperti pembentukan karakter, etika, dan
kontribusi sosial.

Secara yuridis dan sosiologis, pendidikan didasarkan
pada kebutuhan negara dan masyarakat dalam menciptakan
warga negara yang cerdas, mandiri, serta berdaya saing
tinggi. Di Indonesia, dasar hukum pendidikan diatur dalam
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan
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bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam
praktiknya, pendidikan memiliki tujuan umum dan tujuan
khusus. Tujuan umum pendidikan adalah untuk membantu
peserta didik mencapai perkembangan optimal secara
intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Sementara itu,
tujuan khusus pendidikan disesuaikan dengan tingkat dan
jenjang pendidikan, seperti pendidikan dasar yang
menekankan pada pembentukan fondasi karakter dan
keterampilan dasar, serta pendidikan menengah dan tinggi
yang lebih menekankan pada pendalaman ilmu dan keahlian
tertentu.

Selain itu, pendidikan juga berperan sebagai agen
transformasi sosial. Pendidikan mampu menjadi alat
perubahan yang efektif dalam menanggulangi kemiskinan,
kesenjangan sosial, serta membangun masyarakat yang lebih
adil dan inklusif. Oleh karena itu, dalam konteks global dan
abad ke-21, tujuan pendidikan harus mencakup penguatan
kompetensi seperti berpikir kritis, kemampuan beradaptasi,
literasi digital, dan kerja sama lintas budaya. Berbagai
pendekatan ideologis dalam pendidikan seperti anarkisme,
liberalisme, konstruktivisme, hingga sosialisme, masing-
masing menawarkan kontribusi yang signifikan terhadap
perumusan tujuan pendidikan. Namun, pendekatan yang
paling efektif adalah yang bersifat integratif dan kontekstual,
yakni menggabungkan nilai-nilai filosofis, sosiokultural, dan
kebutuhan praktis masyarakat. Pendidikan tidak dapat
dilepaskan dari konteks kehidupan manusia, karena ia
berakar dari kebutuhan dasar manusia untuk tumbubh,
belajar, dan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam
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setiap sistem pendidikan yang baik, perlu dirumuskan dasar
yang kuat dan tujuan yang jelas. Dasar pendidikan berfungsi
sebagai fondasi filosofis dan ideologis yang memberi arah
bagi setiap kebijakan, strategi, dan metode pembelajaran.
Sementara itu, tujuan pendidikan menjadi arah utama yang
ingin dicapai dari seluruh proses pendidikan itu sendiri.

Salah satu elemen terpenting dalam dasar pendidikan
adalah pandangan tentang manusia (antropologis).
Pendidikan berangkat dari asumsi bahwa manusia adalah
makhluk yang dapat belajar, memiliki potensi untuk
berkembang, dan mampu membentuk dirinya sendiri serta
lingkungannya. Oleh karena itu, sistem pendidikan dirancang
untuk menstimulasi potensi tersebut agar berkembang
secara optimal. Hal ini selaras dengan pendekatan
konstruktivisme, yang menekankan bahwa peserta didik
adalah subjek aktif dalam proses belajar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
pendidikan yang ideal harus dibangun atas dasar filosofis
yang kuat dan ditujukan untuk membentuk manusia
seutuhnya—yakni individu yang berpikir kritis, bermoral,
mandiri, serta mampu berkontribusi secara positif bagi
dirinya sendiri, masyarakat, dan peradaban dunia.
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SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL:
TANTANGAN DAN ARAH
PENGEMBANGAN

Pendidikan adalah kunci utama dalam pembangunan
sebuah negara [1] [2]. Pendidikan yang berkualitas tidak
hanya meningkatkan ketrampilan individu, tetapi juga
berkontribusi pada  pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan sosial [3]. Di Indonesia, sistem pendidikan
nasional dirancang untuk menciptakan generasi yang cerdas,
terampil dan berkarakter [4] [5]. Namun, gambaran umum
sistem pendidikan saat ini menunjukkan adanya berbagai
tantangan yang harus dihadapi. Menurut data kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2022,
pendidikan berkualitas tinggi masih menjadi masalah,
terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang [6].

Pendidikan baik dalam hal fasilitas maupun tenaga
pendidik yang berkualitas [7]. Data menunjukkan bahwa
rasio guru terhadap siswa di beberapa daerah masih jauh
dari ideal, dengan beberapa daerah di Indonesia memiliki
rasio 1:40 (BPS, 2021) Selain itu kurikulum yang tidak selalu
relevan dengan dunia kerja juga menjadi masalah yang
signifikan, yang berpotensi mengurangi daya saing lulusan di
pasar global [8].

Berdasarkan hal-hal tersebut, beberapa hal yang akan
dibahas yakni pertama, tantangan utama apa saja dalam
sistem pendidikan nasional kita. Tantangan ini tidak hanya
mencakup aspek akses dan kualitas Pendidikan, tetapi juga
relevansi kurikulum, pelatihan guru, dan dukungan teknologi
dalam proses belajar mengajar. Kedua, solusi yang seperti
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apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas
sistem pendidikan nasional. Solusi ini perlu melibatkan
berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah,
masyarakat dan sector swasta, untuk menciptakan ekosistem
Pendidikan yang lebih baik.

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk
menganalisis tantangan yang dihadapi oleh sistem
pendidikan nasional di Indonesia serta menawarkan solusi
dan arah pengembangan yang sesuai. Dengan memahami
tantangan saat ini, diharapkan solusi strategis dapat
ditemukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di
Indonesia. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk
memberikan wawasan bagi pembaca mengenai pentingnya
kolaborasi antara berbagai pihak dalam upaya memperbaiki
sistem pendidikan yang ada.

A. Struktur dan Regulasi Sistem Pendidikan Nasional

Sistem  pendidikan  nasional di = Indonesia
berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
yang mengatur mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Dalam
undang-undang ini, ditegaskan bahwa pendidikan
merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara dan
menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan
pendidikan yang berkualitas dan merata. Dalam hal ini,
pemerintah harus memastikan bahwa semua bagian
masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah
terpencil, memperoleh akses pendidikan yang layak dan
memadai [9].

Dalam praktiknya, dasar hukum yang telah
ditetapkan ini diikuti oleh berbagai peraturan pelaksana
yang lebih spesifik dan terperinci. Di antara peraturan
tersebut, terdapat Peraturan Menteri Pendidikan dan
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Kebudayaan yang memiliki peranan penting. Salah satu
contoh yang dapat disebutkan adalah Permendikbud Nomor
22 Tahun 2016, yang secara khusus mengatur mengenai
standar proses pendidikan yang harus dipatuhi. Hal ini
mencerminkan bahwa regulasi yang mengatur sektor
pendidikan di Indonesia memiliki sifat yang dinamis dan
selalu mengalami pembaruan. Pembaruan ini dilakukan
untuk dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan
masyarakat yang terus mengalami perubahan dan
perkembangan seiring dengan kemajuan zaman. Dengan
demikian, kita dapat melihat bahwa sistem pendidikan di
Indonesia tidak hanya sekadar mengikuti arus, tetapi juga
berusaha untuk beradaptasi dan relevan dengan tuntutan
serta harapan masyarakat. [10] [11].

Kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami
serangkaian  perubahan yang signifikan sepanjang
sejarahnya, dan salah satu perubahan yang paling menonjol
adalah penerapan kurikulum 2013. Kurikulum ini dirancang
dengan pendekatan yang tematik dan integratif, yang
bertujuan untuk meningkatkan pengembangan kompetensi
siswa dalam berbagai aspek, baik itu pengetahuan,
keterampilan, maupun sikap [12]. Meskipun demikian,
pelaksanaan kurikulum ini tidak berjalan mulus dan masih
menghadapi sejumlah tantangan yang cukup serius.
Beberapa kritik yang muncul menunjukkan bahwa terdapat
kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan para
guru mengenai kurikulum ini, serta adanya keterbatasan
dalam sumber daya yang tersedia untuk mendukung
implementasinya secara efektif [13].

Standar kompetensi yang ditetapkan dalam
kurikulum memiliki peranan yang sangat krusial dan perlu
mendapatkan perhatian serius. Mengacu pada data yang
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dirilis oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP),
tampak adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara
standar yang telah ditetapkan dan kondisi nyata yang terjadi
di lapangan. Sebagai ilustrasi, berdasarkan laporan BSNP
pada tahun 2020, dalam pelaksanaan ujian nasional,
sejumlah besar siswa tidak mampu mencapai standar
kelulusan yang telah ditentukan, hal ini menunjukkan adanya
permasalahan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh
para siswa. Hal ini mencerminkan perlunya evaluasi dan
perbaikan dalam sistem pendidikan agar dapat memenuhi
standar yang diharapkan dan memberikan hasil yang lebih
baik bagi anak-anak kita.

Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini yang
diwakili oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam
pengelolaan serta pengembangan sistem pendidikan yang
ada di seluruh tanah air. Tanggung jawab yang diemban oleh
pemerintah tidak hanya terbatas pada perumusan kebijakan
pendidikan, tetapi juga mencakup aspek pendanaan yang
sangat vital untuk kelangsungan dan kemajuan Pendidikan
[14]. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian
Keuangan, terlihat bahwa alokasi anggaran untuk sektor
pendidikan mengalami peningkatan yang signifikan dari
tahun ke tahun. Namun, meskipun terdapat peningkatan
tersebut, angka alokasi anggaran yang ada masih jauh dari
angka ideal jika dibandingkan dengan negara-negara lain
yang berada di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan
bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan pendanaan
pendidikan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi
agar pendidikan di Indonesia bisa setara dengan standar
yang diterapkan di negara-negara tetangga (Kemenkeu,
2021).
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Dalam konteks pendidikan, baik lembaga yang
beroperasi secara formal maupun yang bersifat non-formal
memiliki kontribusi yang sangat penting dan strategis [15].
Sekolah sebagai institusi pendidikan formal, dituntut untuk
dapat beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi,
termasuk dalam hal kurikulum dan perkembangan teknologi
yang semakin pesat. Namun, meskipun demikian, masih
banyak sekolah yang belum sepenuhnya siap untuk
mengimplementasikan kurikulum baru yang telah ditetapkan
[16]. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah, pihak
sekolah, dan masyarakat untuk menjalin kerjasama yang baik
dan efektif demi mencapai tujuan pendidikan yang optimal
[17][18].

B. Tantangan dalam Sistem Pendidikan Nasional

Ada perbedaan yang signifikan dalam kualitas
Pendidikan dan akses antara kota dan pedesaan, yang
merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi sistem
pendidikan nasional [6]. Berdasarkan data yang dirilis oleh
UNICEF (2020), anak-anak yang tinggal di daerah terpencil
memiliki akses yang jauh lebih terbatas terhadap pendidikan
berkualitas dibandingkan dengan anak-anak yang tinggal di
daerah perkotaan. Sebagai contoh menurut penelitian Vika
tahun 2022, tingkat partisipasi sekolah usia 7-24 tahun di
Papua masih tergolong rendah yakni sekitar 60,68%. Hal ini
menciptakan ketidakadilan yang nyata dalam kesempatan
pendidikan bagi anak usia sekolah.

Kualitas pendidikan juga menjadi isu yang sangat
penting. Hasil survei PISA (Programme for International
Student Assessment) menunjukkan bahwa siswa Indonesia
masih berada di peringkat yang rendah dalam hal
kemampuan membaca, matematika, dan sains jika
dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia

| 66



(OECD, 2019). Kesenjangan ini tidak hanya disebabkan oleh
faktor geografis, tetapi juga oleh faktor sosial ekonomi yang
mempengaruhi kapasitas orang tua untuk memberikan
dukungan akademis kepada anak-anak mereka [19].

Kurikulum saat ini sering dianggap tidak relevan
dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah dan
kemajuan teknologi yang cepat. Banyak lulusan sekolah yang
tidak memiliki ketrampilan praktis yang sangat dibutuhkan
untuk menghadapi tantangan di dunia kerja [20]. Menurut
laporan dari World Economic Forum (2020), diperkirakan
sekitar 85 juta pekerjaan mungkin akan hilang akibat
otomatisasi dan perubahan teknologi, sementara 97 juta
pekerjaan baru diperkirakan akan muncul. Hal ini
menunjukkan betapa pentingnya penyesuaian kurikulum
agar lebih relevan dengan kebutuhan industri saat ini.

Salah satu ilustrasi nyata yang mencerminkan
permasalahan ini adalah program pendidikan vokasi yang
ada di Indonesia, yang saat ini masih memerlukan penguatan
lebih lanjut. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai
upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di
tanah air, kenyataannya masih terdapat banyak sekolah
kejuruan yang cenderung lebih fokus pada pengajaran teori
dan kurang memberikan pengalaman praktis yang memadai
bagi para siswa [21]. Hal ini tentunya menjadi sebuah
tantangan yang cukup signifikan bagi para lulusan, terutama
dalam menghadapi persaingan di pasar kerja yang semakin
ketat dan kompetitif. Dengan demikian, diperlukan langkah-
langkah strategis untuk memastikan bahwa pendidikan
vokasi tidak hanya mengajarkan pengetahuan teoritis, tetapi
juga membekali siswa dengan keterampilan praktis yang
relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.
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Kompetensi guru merupakan faktor penting yang
sangat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan.
Namun demikian, banyak guru yang belum memiliki
keahlian/ kompetensi yang diperlukan sesuai dengan
standar yang ditetapkan [22]. Data dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa sekitar
60% guru di Indonesia belum memenuhi standar kualifikasi
yang telah ditetapkan (Kemendikbud, 2021). Hal ini secara
langsung berpengaruh terhadap kualitas pengajaran yang
berlangsung di dalam kelas.

Selain itu, terdapat kekurangan yang signifikan dalam
hal pelatihan dan pengembangan profesional bagi para guru.
Banyak dari mereka tidak mendapatkan kesempatan yang
memadai untuk mengikuti program pelatihan yang
berkualitas dan terstruktur, yang mengakibatkan kesulitan
dalam memperbarui serta meningkatkan metode pengajaran
yang mereka terapkan di kelas [23]. Oleh karena itu, sangat
penting untuk meningkatkan kapasitas para guru melalui
implementasi program pelatihan yang berkelanjutan.
Langkah ini dianggap sebagai suatu keharusan saat ini untuk
mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara
keseluruhan, sehingga dapat memberikan dampak positif
bagi siswa dan sistem pendidikan yang lebih luas [24].
Pelatihan yang berkelanjutan tidak hanya akan membantu
guru dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan
mereka, tetapi juga akan berkontribusi pada terciptanya
lingkungan belajar yang lebih efektif dan inovatif.

Infrastruktur atau sarana pendidikan yang memadai
merupakan salah satu faktor kunci yang sangat penting
dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas dan
efektif. Namun, kenyataannya di banyak daerah, khususnya
di wilayah-wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau,
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fasilitas pendidikan yang ada masih tergolong sangat minim
dan tidak memadai [25]. Berdasarkan data yang diperoleh
dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud), terungkap bahwa sekitar 30% sekolah yang
ada di Indonesia tidak dilengkapi dengan fasilitas yang
memadai, seperti laboratorium, perpustakaan yang memadai,
serta akses internet yang baik dan stabil. Hal ini
menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam
penyediaan sarana pendidikan yang seharusnya dapat
mendukung proses belajar mengajar secara optimal.

Kondisi yang ada saat ini mengakibatkan proses
pembelajaran menjadi kurang efektif dan tidak optimal
Siswa yang tinggal di daerah-daerah terpencil sering kali
dihadapkan pada tantangan untuk menempuh jarak yang
cukup jauh demi mencapai sekolah-sekolah yang dilengkapi
dengan fasilitas yang lebih memadai. Hal ini pada akhirnya
dapat berdampak negatif terhadap minat dan motivasi
mereka untuk Dberpartisipasi dalam kegiatan belajar
mengajar  [25]. Oleh karena itu, sangat penting bagi
pemerintah untuk menjadikan investasi dalam pembangunan
infrastruktur pendidikan sebagai salah satu prioritas utama
dalam program kebijakan mereka. Upaya ini diharapkan
dapat menciptakan akses yang lebih baik bagi semua siswa,
tanpa terkecuali, sehingga mereka dapat memperoleh
pendidikan yang berkualitas dan setara.

Di zaman digital yang terus berkembang pesat saat
ini, peran teknologi dalam bidang pendidikan menjadi
semakin krusial dan tidak dapat diabaikan [26]. Meskipun
demikian, kenyataannya menunjukkan bahwa tidak semua
lembaga pendidikan di Indonesia telah siap untuk
mengadopsi dan menerapkan teknologi dalam proses
pembelajaran mereka. Berdasarkan hasil survei yang
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dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Indonesia
(APPI), tercatat bahwa sekitar 40% dari seluruh sekolah yang
ada di Indonesia masih belum memiliki akses internet yang
memadai. Hal ini tentunya menjadi salah satu kendala utama
dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran daring yang
semakin dibutuhkan di era modern ini (APPI, 2021).

Pandemi COVID-19 telah menjadi pendorong yang
signifikan bagi percepatan adopsi teknologi dalam dunia
pendidikan, di mana banyak institusi pendidikan, terutama
sekolah-sekolah, beralih dari metode pembelajaran
tradisional ke pembelajaran yang dilakukan secara daring
atau online [27]. Meskipun perubahan ini menawarkan
berbagai kemudahan dan fleksibilitas, situasi ini juga
mengungkapkan adanya kesenjangan digital yang cukup
mencolok. Kesenjangan ini terlihat jelas pada siswa-siswa
yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang
kurang mampu, di mana mereka sering kali tidak memiliki
akses terhadap perangkat teknologi yang memadai untuk
mengikuti proses pembelajaran daring secara efektif
(Kemenkominfo, 2020). Oleh karena itu, sangat penting
untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi dalam
pendidikan dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan
merata. Hal ini bertujuan agar semua siswa, tanpa terkecuali,
dapat menikmati dan merasakan manfaat dari kemajuan
teknologi dalam pendidikan, sehingga tidak ada yang
tertinggal dalam proses pembelajaran yang semakin modern
ini [28].

C. Arah Pengembangan dan solusi

Reformasi kurikulum yang berlandaskan pada
kompetensi abad ke-21 memiliki peranan yang sangat krusial
dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini.
Kurikulum ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan

| 70



penguasaan pengetahuan di kalangan peserta didik, tetapi
juga harus berfokus pada pengembangan keterampilan yang
sangat diperlukan, seperti kemampuan berpikir kritis,
kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi [29]. Hal ini menjadi
semakin relevan mengingat dunia kerja saat ini semakin
kompleks dan dinamis, yang mengharuskan individu untuk
memiliki  berbagai  keterampilan tambahan selain
pengetahuan akademis. Oleh karena itu, penting bagi institusi
pendidikan untuk merancang kurikulum yang mampu
menjawab tuntutan tersebut, sehingga lulusan yang
dihasilkan dapat bersaing dan beradaptasi dengan baik di
lingkungan kerja yang terus berubah [30].

Penerapan  kurikulum yang berfokus pada
pengembangan kompetensi memerlukan adanya pelatihan
yang memadai bagi para pendidik. Hal ini bertujuan agar
para guru dapat melaksanakan kurikulum tersebut secara
efektif dan efisien di dalam lingkungan kelas [31]. Selain itu,
pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan dan sektor
industri tidak bisa diabaikan, karena kerjasama ini berperan
krusial dalam memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan
relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta tuntutan pasar
kerja saat ini (World Economic Forum, 2020). Dengan
demikian, pengembangan kurikulum yang berbasis
kompetensi tidak hanya bergantung pada metode pengajaran
yang baik, tetapi juga pada dukungan dari berbagai pihak
yang terlibat dalam dunia pendidikan dan industri.

Penguatan peran yang dimiliki oleh para guru
sangatlah krusial dalam upaya untuk meningkatkan mutu
pendidikan secara menyeluruh. Untuk mencapai tujuan
tersebut, sangat penting untuk menyediakan program
pelatihan yang bersifat berkelanjutan, yang dirancang khusus
untuk membantu para guru dalam mengembangkan berbagai
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kompetensi yang mereka miliki [31]. Selain itu, aspek
peningkatan kesejahteraan para guru juga merupakan faktor
yang tidak kalah penting, karena hal ini dapat berfungsi
sebagai motivasi bagi mereka untuk memberikan yang
terbaik dalam proses pengajaran yang mereka lakukan.
Dengan demikian, perhatian yang lebih besar terhadap kedua
aspek ini—pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan
peningkatan kesejahteraan—dapat memberikan dampak
positif yang signifikan terhadap kualitas pendidikan yang
diterima oleh para siswa [32].

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk
memberikan insentif yang memadai bagi para guruy,
khususnya mereka yang mengajar di wilayah-wilayah
terpencil. Tujuan dari pemberian insentif ini adalah untuk
menarik dan mempertahankan tenaga pengajar yang
berkualitas dan kompeten. Dengan adanya insentif yang
menarik, diharapkan para guru akan lebih termotivasi untuk
mengajar di daerah-daerah yang kurang terlayani. Pada
akhirnya, langkah ini diharapkan dapat berkontribusi pada
peningkatan kualitas pendidikan di wilayah-wilayah
tersebut, sehingga kesenjangan pendidikan antara daerah
perkotaan dan pedesaan dapat diminimalkan. Dengan
demikian, setiap anak di Indonesia, tanpa memandang lokasi
geografisnya, dapat memperoleh pendidikan yang
berkualitas dan merata [33] [34]

Penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan
seharusnya diterapkan dengan pendekatan yang bersifat
inklusif serta merata di seluruh lapisan masyarakat. Dalam
konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk
memastikan bahwa setiap sekolah, terutama yang terletak di
daerah-daerah yang terpencil dan kurang terjangkau,
mendapatkan akses yang cukup dan memadai terhadap
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teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Oleh karena itu,
program-program yang berfokus pada penyediaan perangkat
belajar yang diperlukan serta peningkatan infrastruktur
internet harus dijadikan sebagai salah satu prioritas utama
dalam kebijakan pendidikan nasional (Kemenkominfo, 2020).
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan setiap siswa,
tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari kemajuan
teknologi dalam proses belajar mengajar.

Pelatihan yang ditujukan untuk para guru serta siswa
dalam pemanfaatan teknologi memiliki peranan yang sangat
krusial. Hal ini dikarenakan, dengan adanya pelatihan
tersebut, teknologi dapat dimanfaatkan dengan cara yang
lebih efektif dalam konteks proses pembelajaran. Dengan
penggunaan teknologi yang tepat dan efisien, diharapkan
dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Oleh
karena itu, investasi dalam pelatihan ini sangat diperlukan
untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik (APPI,
2021).

Pendidikan yang berorientasi pada proyek dapat
menjadi alternatif yang efektif untuk meningkatkan
keterkaitan antara proses pembelajaran dan tuntutan yang
ada di dunia nyata. Dengan menerapkan metode ini, para
siswa tidak hanya akan mendapatkan teori yang bersifat
abstrak, tetapi juga akan memperoleh pengetahuan praktis
yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari
mereka. Pengalaman langsung yang diperoleh melalui
kegiatan proyek memungkinkan siswa untuk menerapkan
apa yang telah mereka pelajari, sehingga memberikan
mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan situasi nyata
dan mengembangkan keterampilan yang relevan.
Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar
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siswa, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi
tantangan yang ada di masyarakat. Dengan demikian,
pendidikan berbasis proyek dapat dianggap sebagai
jembatan yang menghubungkan dunia akademis dengan
dunia profesional, memastikan bahwa lulusan memiliki
kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat
ini [35]

Keterampilan hidup yang esensial, termasuk
kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, bekerja
dalam tim, serta berpikir secara kritis, seharusnya mulai
diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini. Dengan
pendekatan ini, para siswa tidak hanya akan dipersiapkan
untuk menghadapi berbagai ujian akademis yang mereka
hadapi di sekolah, tetapi juga akan lebih siap untuk
menghadapi berbagai tantangan yang akan mereka temui
dalam kehidupan nyata di masyarakat. Hal ini penting agar
mereka dapat beradaptasi dan berkontribusi secara positif di
lingkungan sosial dan profesional mereka di masa depan
[36].

Sinergi yang harmonis dan efektif antara pihak
pemerintah, institusi pendidikan seperti sekolah, serta
masyarakat luas memiliki peranan yang sangat krusial dalam
upaya menciptakan sebuah sistem pendidikan yang
berkualitas tinggi. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat
bahwa agar kebijakan pendidikan yang diterapkan dapat
berjalan dengan lebih efektif dan benar-benar sesuai dengan
kebutuhan serta harapan masyarakat, pemerintah perlu
mengambil langkah-langkah untuk mendorong dan mengajak
masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan.
Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap
perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan,
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diharapkan akan tercipta keselarasan antara apa yang
dirumuskan oleh pemerintah dan apa yang sebenarnya
dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini tidak hanya akan
meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri tetapi juga
akan memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap
sistem pendidikan yang ada [37].

Untuk memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan
sesuai dengan permintaan pasar, kerjasama antara sekolah
dan sektor industri juga perlu ditingkatkan [38]. Dengan
Kerjasama ini, Pendidikan Indonesia diharapkan menjadi
lebih baik dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa
depan.

Untuk menjamin bahwa kurikulum yang diterapkan
dalam proses pembelajaran selaras dengan kebutuhan yang
ada di pasar, sangat penting untuk meningkatkan kolaborasi
antara institusi pendidikan dan sektor industri. Melalui
kerjasama yang erat ini, diharapkan kualitas pendidikan di
Indonesia dapat mengalami peningkatan yang signifikan,
sehingga para lulusan akan lebih siap untuk menghadapi
berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan
[38]. Dengan demikian, sinergi antara dunia pendidikan dan
industri akan menciptakan peluang yang lebih baik bagi
siswa dan memberikan Kkontribusi positif terhadap
perkembangan ekonomi dan sosial di negara ini.

Saat ini, sistem pendidikan nasional di Indonesia
menghadapi serangkaian tantangan yang sangat kompleks
dan beragam. Berbagai isu yang muncul, mulai dari
kesenjangan dalam akses pendidikan, kualitas pengajaran
yang masih perlu ditingkatkan, hingga relevansi kurikulum
yang tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan pasar
kerja, menjadi hambatan signifikan dalam upaya
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menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi
seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis
oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, tingkat
partisipasi kasar dalam pendidikan dasar tercatat masih
cukup tinggi, yaitu sebesar 97,6%. Namun, angka tersebut
mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tingkat
pendidikan menengah, di mana hanya mencapai 75,9% (BPS,
2021). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap
pendidikan dasar telah mencapai taraf yang memadai, masih
banyak anak yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan
yang lebih tinggi. Selain itu, pendidikan di Indonesia masih
berkualitas rendah dengan hasil ujian internasional seperti
PISA yang menunjukkan bahwa siswa Indonesia berada di
peringkat yang kurang memuaskan dalam hal kemampuan
membaca, matematika, dan sains [39].

Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada,
diperlukan solusi inovatif yang dapat meningkatkan kualitas
pendidikan secara keseluruhan. Salah satu alternatif yang
dapat dipertimbangkan adalah penerapan teknologi dalam
proses pembelajaran, yang diharapkan dapat menjangkau
siswa yang berada di daerah terpencil. Inisiatif seperti
program "Sekolah Digital" yang diperkenalkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020
bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang luas
melalui platform online. Namun, penting untuk diingat
bahwa penerapan teknologi ini harus diimbangi dengan
pelatihan yang memadai bagi para guru, sehingga mereka
dapat memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif dalam
proses belajar mengajar.

Dalam rangka untuk menghadapi tantangan-
tantangan yang ada, sangat penting untuk mengembangkan
kebijakan yang berkelanjutan dan berbasis pada riset yang
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komprehensif. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan harus
didasarkan pada data dan analisis yang mendalam agar dapat
menjawab kebutuhan nyata yang ada di lapangan. Sebagai
contoh, penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan
Mutu Pendidikan (LPMP) menunjukkan bahwa pelatihan
guru yang berkelanjutan dan berbasis kompetensi dapat
secara signifikan meningkatkan kualitas pengajaran serta
hasil belajar siswa (LPMP, 2022). Oleh karena itu,
pemerintah perlu harus menyediakan penganggaran yang
memadai untuk penelitian dan pengembangan di bidang
pendidikan.

Kolaborasi antara pemerintah, kalangan akademisi,
dan praktisi pendidikan juga sangat penting dalam
pengembangan sistem pendidikan nasional yang lebih baik.
Melalui kerja sama ini, berbagai pihak dapat saling berbagi
pengetahuan dan pengalaman, serta menciptakan program-
program yang lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh,
program "Guru Penggerak” yang diluncurkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan guru-
guru inovatif dari berbagai daerah untuk berbagi praktik baik
dan saling mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas
pendidikan di sekolah masing-masing (Kemendikbud, 2021).

Selain itu, mendorong keterlibatan masyarakat dalam
pengembangan pendidikan juga merupakan langkah yang
sangat krusial. Masyarakat dapat berperan aktif dalam
mendukung pendidikan melalui berbagai cara, seperti
menjadi relawan di sekolah, menyumbangkan sumber daya,
atau bahkan terlibat dalam pengambilan keputusan yang
berkaitan dengan pendidikan di lingkungan mereka.
Penelitian yang dilakukan oleh UNICEF (2021) menunjukkan
bahwa Kketerlibatan masyarakat dan orang tua dalam
pendidikan dapat secara signifikan meningkatkan motivasi
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dan prestasi siswa. Oleh karena itu, sangat penting bagi
pemerintah untuk memberikan masyarakat ruang dan
kesempatan untuk berkontribusi dalam pengembangan
pendidikan.

Dengan mengintegrasikan berbagai solusi dan
rekomendasi yang telah disebutkan di atas, diharapkan
sistem pendidikan nasional dapat bertransformasi menjadi
lebih baik, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan zaman
yang terus berkembang. Pendidikan yang berkualitas bukan
hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga
merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh elemen
masyarakat. Melalui kolaborasi yang kuat dan inovasi yang
berkelanjutan, kita dapat menciptakan generasi yang siap
menghadapi tantangan global dan memberikan kontribusi
positif bagi bangsa dan negara.
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FUNGSI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Pendidikan adalah sebuah proses humanime yang
kemudian dikenal sebagai “memanusiakan manusia” [1].
Pendidikan adalah upaya nyata untuk membantu setiap
orang menjadi lebih mandiri dan lebih matang secara mental,
sehingga mereka dapat bertahan hidup di dunia yang
bertentangan [2]. Manusia telah menyadari bahwa
pendidikan merupakan sarana utama dalam menyebarkan
pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai budaya dari
generasi ke generasi berikutnya [3]. Pendidikan tidak hanya
berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan
individu dalam berpikir dan bertindak secara efektif, tetapi
juga sebagai pilar utama dalam membangun masyarakat
yang beradab, berdaya saing, dan berkelanjutan [4].
Pendidikan didefinisikan sebagai proses sistematis yang
dirancang untuk mengembangkan kapasitas kognitif, afektif,
dan psikomotor individu dalam konteks sosial dan budaya
[5]. Secara kognitif, pendidikan meningkatkan kemapuan
berpikir kritis, analitis dan kreatif. Melalui proses
pembelajaran, individu memperoleh pengetahuan untuk
memahami dunia secara lebih baik, memecahkan masalah
dan menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi
masyarakat luas [6]. Proses kognitif dalam pendidikan juga
diperkarya oleh interaksi sosial yang membantu seseorang
dalam  memahami  perspektif yang berbeda dan
mengembangkan cara berpikir yang lebih komprehensif [7].

Selain aspek koginitif, pendidikan juga
mengembangkan aspek afektif, yaitu aspek emosional dan
nilai-nilai yang membentuk kepribadian serta moral
seseorang [8]. Pendidikan menanamkan nilai-nilai etika,
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empati, tanggung jawab, dan sikap toleransi yang menjadi
dasar dalam interaksi sosial [9]. Dengan adanya pendidikan
yang menekankan aspek afektif, individu tidak hanya
menjadi cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki
kecerdesan emosional yang tinggi, yang memungkinkan
mereka beradaptasi dengan berbagai tantangan kehidupan.
Pendidikan juga memainkan peran penting dalam
pengembangan aspek psikomotor individu yang berkaitan
dengan keterampilan fisik dan kooordinasi motorik [10].
Pengembangan psikomotor juga memiliki hubungan erat
dengan kesehatan fisik dan mental untuk meningkatkan
kesejahteraan secara keseluruhan.

Pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting
untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia,
terutama di era globalisasi yang semakin kompetitif [11].
Pendidikan berfungsi sebagai sarana utama dalam
membekali individu kompetensi akademik, keterampilan
teknis, serta kemampuan berpikir kritis dan inovatif [12].
Pendidikan juga membantu individu dalam memahami dan
menghargai keberagaman budaya, sehingga mencegah
terjadinya konflik sosial yang bersumber dari perbedaan
budaya dan ideologi [13]. Selain sebagai alat peningkatan
daya saing, pendidikan juga berfungsi sebagai instrumen
utama dalam transfer nilai-nilai normatif dan budaya [14].
Pendidikan menanamkan prinsip-prinsip filosofis dan
budaya bangsa secara keseluruhan. Dalam hal ini, pendidikan
memainkan fungsi yang sangat penting dalam memastikan
bahwa norma-norma fundamental, seperti kejujuran, disiplin,
tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap sesama tetap
tertanam dalam setiap individu.

Pendidikan berfungsi sebagai mekanisme utama
dalam mobilitas sosial dan ekonomi [15]. Sebagai bentuk
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usaha pembaruan bangsa perlu dilanjutkan di segala bidang
kehidupan yaitu ekonomi dan sosial budaya [16]. Melalui
pendidikan juga seseorang dapat memperoleh keterampilan,
pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan untuk
meningkatkan taraf hidupnya [17]. Mobilitas sosial yang
tinggi juga berdampak pada berkurangnya kesenjangan
sosial dalam masyarakat, karena setiap individu memiliki
kesempatan yang sama untuk meraih keberhasilan
berdasarkan kemampuannya bukan hanya karena faktor
keturunan atau status sosial [18]. Oleh karena itu, pendidikan
tidak hanya berdampak pada individu secara personal tetapi
juga berfungsi besar dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai bagian dari sistem sosial lembaga pendidikan
berfungsi sebagai sarana utama dalam mentransfer ilmu
pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk
kehidupan [19]. Pendidikan yang diberikan oleh lembaga
formal seperti sekolah dan perguruan tinggi, serta lembaga
nonformal seperti kursus dan pelatihan keterampilan
memiliki tujuan untuk menciptakan individu yang kompeten
dan berdaya saing tinggi [20]. Adanya lembaga pendidikan,
masyarakat dapat mengurangi kesenjangan sosial karena
setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk
memperoleh pendidikan dan meningkatkan kualitas
hidupnya. Di era digitalisasi dan revolusi industry 4.0,
lembaga pendidikan dituntut untuk bertransformasi guna
menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi serta
kebutuhan industri yang terus berkembang [21]. Dengan
demikian, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab
besar dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas
secara akademik tetapi juga memiliki kesadaran sosial yang
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tinggi dan mampu berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan
dunia [22].

A. Dimensi Fungsional Pendidikan

Pendidikan memiliki dimensi fungsional yang mencakup
fungsi manifes dan fungsi laten, keduanya berperan dalam
membentuk individu dan masyarakat.

Fungsi Manifes

Fungsi manifes dalam pendidikan merujuk pada tujuan-
tujuan eksplisit, formal, dan terukur yang dirancang secara
sadar oleh sistem pendidikan. Fungsi ini mencerminkan
harapan langsung yang ingin dicapai melalui proses
pembelajaran, naik dari sudut pandang individu maupun
masyarakat secara keseluruhan. Fungsi manifes ini
mencakup beberapa fungsi utama yaitu:

Pertama, Transmisi Pengetahuan dan Keterampilan.
Pendidikan memiliki fungsi sebagai sarana dalam
mentransmisikan pengetahuan dan keterampilan. Segala
aktivitas dalam dunia pendidikan selalu berkenaan dengan
upaya pembinaan manusia, maka keberhasilan pendidikan
bergantung kepada unsur manusianya karena manusia
menentukan berhasil atau tidaknya [3]. Dalam proses
tersebut tidak sekadar hanya mentransfer ilmu pengetahuan
tetapi juga mendewasakan manusia secara menyeluruh
dalam nilai, etika, dan moral [23]. Dengan demikian
pendidikan dirancang untuk memastikan bahwa setiap
individu memperoleh pengetahuan yang relevan dan
keterampilan yang aplikatif, tidak hanya menekankan pada
aspek teoritis tetapi memberikan pengalaman praktis dan
mampu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata
[5] [24].
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Melalui pendidikan, setiap individu diberikan bekal
pengetahuan secara teoretis dan keterampilan praktis yang
memungkinkan mereka untuk bisa berdaptasi, berinovasi
dan berani untuk mengambil peran aktif dalam masyarakat.
Proses transmisi ini berlangsung secara sistematis dan
terstruktur untuk membantu memfokuskan pada yang
dirancang untuk membentuk kemampuan kognitif, afektif
dan psikomotorik [25]. Dalam konteks sekolah, proses
transmisi tersebut bergantung pada kualitas interaksi antara
pendidik dan peserta didik dengan menciptakan ruang
dialogis dan partisipatif yang kondusif, sehingga tumbuhnya
rasa ingin tahu, berpikir kritis, dan kemampuan reflektif pada
diri peserta didik [26]. Dengan demikian, para peserta didik
tidak hanya sebagai objek penerima pengetahuan dari
pendidik, tetapi juga menjadi pengelola dan pengembang
ilmu serta keterampilan yang relevan dengan tantangan
zaman saat ini.

Kedua, Pembentukan Identitas Sosial dan Karakter.
Pendidikan selain berfungsi sebagai media transmisi
pengetahuan, lebih dari itu pendidikan memiliki fungsi yang
fundamental untuk membentuk identitas sosial dan karakter
individu [7]. Pada fungsi ini menekankan bahwa bagaimana
pun peserta didik bukanlah robot yang dapat dimanipulasi,
melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki kesadaran
dalam diri peserta didik, serta adanya sebuah potensi untuk
berkembang. Demikian, proses perjalanan pendidikan perlu
dirancang kembali untuk membimbing peserta didik dalam
memahami diri mereka diri sendiri, mampu untuk
menanggapi adanya perubahan sosial secara Kkritis dan
membentuk sikap moral yang tangguh.

Dalam hal ini pendidikan diharapkan dapat
mengembangkan etika, rasa tanggung jawab sosial, serta
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kecerdasan yang mencakup aspek kognitif, afektif dan
psikomotorik agar terciptanya sumber daya manusia yang
tidak hanya kompeten tetapi juga integritas, empati dan
beradaptasi [27]. Pendidikan yang terintegrasi dengan
karakter, peserta didik diarahkan untuk menjadi individu
yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga
memiliki kesadaran sebagai warga negara, identitas sosial,
moralitas etika yang baik terhadap lingkungannya [25], [28].
Oleh karena itu, pendidikan disini tidak boleh semata-mata
berorientasi hanya pada hasil kognitif, tetapi juga harus
menjadi sebuah proses humanisasi yang menjadikan peserta
didik sebagai manusia seutuhnya-berakal budi, berperasaan
dan bermoral.

Ketiga, Sosialisasi Budaya dan Ideologi. Pendidikan
menunjukkan adanya peningkatan kualitas kemasyarakatan
dalam berbagai rangkaian ideologi, kebudayaan dan
perekonomian [1]. Melalui pendidikan juga nilai-nilai sosial,
budaya, dan ideologi yang berlaku di suatu masyarakat dapat
diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya yang
merujuk pada budaya internalisasikan ke dalam diri setiap
individu sejak dini dan sepanjang hidup [29]. Sosialisasi
tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek kognitifnya
saja, tetapi juga mencakup adanya pembelajaran nilai-nilai,
norma-norma sosial, serta pola hidup yang mendukug
keberlanjutan struktur sosial yang sudah ada.

Dalam konteks ini, pendidikan menjadi sarana yang
efektif untuk menanamkan nilai-nilai budaya, tradisi, dan
ideologi yang membentuk karakter bangsa. Melalui mata
pelajaran yang ada di sekolah, peserta didik dikenalkan pada
identitas nasional norma sosial, konsep demokrasi, hak asasi
manusia dan keberagaman budaya guna menumbuhkan
sikap toleransi dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat
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[30]. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi
sebagai alat untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan
keterampilan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk
memperkokoh serta menjaga kontinuitas budaya serta
memperkuat rasa nasionalisme dan kebangsaan dalam diri
setiap individu.

Keempat, Persiapan Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing.
Berbagai inisiatif telah dirancang dengan tujuan untuk
mengatasi tantangan yang dihadapi di era modern dan
menciptakan sistem pendidikan yang lebih relevan, inklusif,
dan berkualitas [4]. Pendidikan dalam humanisme berfungsi
menyokong manusia untuk meningkatkan potensi-potensi
kemanusiannya karena pada dasarnya manusia mempunyai
kemampuan untuk belajar dan meningkatkan potensi
kecerdasannya [1]. Dalam menghadapi berbagai tantangan
di era globalisasi dan revolusi industri 4.0, pendidikan
memainkan fungsi strategisnya dalam menyiapkan sumber
daya manusianya yang kompeten, adaptif, dan siap untuk
bersaing di dunia kerja. Dalam hal ini, fokus pendidikan tidak
lagi terbatas hanya pada penguasaan ilmu pengetahuan
secara teoritis saja, tetapi juga mencakup lebih luas pada
penguatan keterampilan praktis.

Kurikulum pendidikan yang berbasis keterampilan dan
kompetensi dirancang agar lulusan memiliki daya saing
tinggi di pasar kerja. Misalnya, di tingkat SMK dan perguruan
tinggi vokasi, siswa dilatih dengan keterampilan teknis yang
sesuai dengan kebutuhan industri, seperti digitalisasi,
kewirausahaan, dan keterampilan berbasis teknologi [31].
Oleh karena itu, pendidikan mampu untuk memfasilitasi
proses transformasi diri, di mana manusia tidak hanya diasah
dari segi intelektualnya, tetapi juga diperdayakan untuk
mendorong menjadi individu pembelajar sepanjang hayat.
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Dengan demikian, pendidikan mencetak lulusan yang tidak
hanya menguasai teoritis, tetapi juga memiliki keterampilan
praktis, kepribadian tangguh dan kemampuan adaptif dalam
menghadapi tantangan nasional maupun global [32].

Fungsi Laten

Fungsi laten dalam pendidikan dapat dipahami sebagai
dimensi secara implisit dari proses pembelajaran yang tidak
selalu tertuang secara eksplisit baik dalam kurikulum
maupun kebijakan formal yang ada, tetapi tetap memiliki
pengaruh siginifikan terhadap perkembangan individu dan
struktur sosial. Fungsi laten ini mencakup beberapa fungsi
utama yaitu:

Pertama, Pemeliharaan Stratifikasi Sosial. Pendidikan
menjalankan fungsi penting dalam membentuk dan
mempertahankan struktur sosial masyarakat dapat dilihat
melalui mekanisme dan Kklasifikasi yang diterapkan dalam
sistem pendidikan formal. Masyarakat yang dihasilkan dari
sistem pendidikan yang memiliki fondasi kuat dalam nilai-
nilai kemanusian dan kesetaraan akan mendorong untuk
terciptanya lingkungan dimana semua individu merasa
dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk
berkembang [4]. Di sisi lain, peserta didik dari kelompok
marginal sering kali dihadapkan dengan berbagai hambatan
sturktural seperti adanya keterbatasan ekonomi, akses
pendidikan yang tidak merata, serta kurangnya dukungan
sosial. Dengan demikian alih-alih menjadi alat pemerataan,
pendidikan  justru menjalankan fungsinya sebagai
mekanisme laten yang mempertahankan struktur sosial yang
tidak setara.

Namun demikian, potensi pendidikan untuk mengikis
stratifikasi tetap terlihat. Pendidikan yang dirancang dan
dilaksanakan  dengan  nilai-nilai  humanistik  yang
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mengedepankan adanya kebebasan dan kesetaraan, maka
pendidikan bisa menjadi kekuatan transformasif yang nyata
[33]. Dengan berkontribusi untuk membentuk sumber daya
manusia yang mampu bersaing dalam pembangunan sosial-
ekonomi nasional, pendidikan dapat membantu untuk
mengurangi ketimpangan dan peningkatan taraf hidup
masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting
dalam upaya memerangi kebodohan memerangi kemiskinan,
meningkatkan kualitas taraf hidup setiap orang, dan
membangun harkat negara dan bangsa [1].

Kedua, Peningkatan  Kohesi  Sosial. = Pendidikan
memainkan fungsi laten yang cukup siginifikan dalam
memperkuat integrasi sosial di tengah keberagaman
masyarakat. Kohesi sosial merujuk pada tingkat keterikatan
dan solidaritas antar anggota masyarakat dari berbagai nilai,
norma serta adanya tujuan bersama yang mempererat
hubungan sosial dan mendorong terciptanya kehidupan yang
harmonis [34]. Pendidikan juga menyediakan ruang bagi
interaksi sosial antarkelompok yang berbeda-baik dari segi
agama, budaya, kelas sosial, maupun latar belakang ekonomi
sehingga interaksi tersebut dalam mengurangi stereotip yang
memicu timbulnya konflik horizontal.

Dengan demikian, fungsi laten pendidikan dalam
memperkuat kohesi sosial tidak boleh diabaikan, penting
bagi sistem pendidikan untuk mengintegrasikan nilai-nilai
kemanusiaan, kesetaraan, dan keberagaman dalam praktik
pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan
menjadi sarana yang efektif dalam menjalankan fungsi dalam
membangun dan memperkuat kohesi sosial dengan
menciptakan kesadaran kolektif, menanamkan nilai-nilai
kebersamaan, serta membentuk sikap toleransi di antara
individu dari berbagai latar belakang [35].
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Ketiga, Reduksi Perilaku Menyimpang. Pendidikan
memiliki fungsi laten dalam membentuk tatanan sosial yang
harmonis dengan menanamkan nilai-nilai moral, etika dan
prinsip hidup guna mereduksi perilaku menyimpang,
terutama di kalangan generasi muda [15]. Perilaku
menyimpang (deviant behavior) merupakan tindakan
individu atau kelompok yang bertentangan dengan norma
sosial, nilai, dan aturan yang berlaku dalam masyarakat [36].
Sebagai proses sosial yang berlangsung sepanjang hayat,
pendidikan menjalankan fungsinya dalam mengurangi
tingkat perilaku menyimpang dengan membentuk kontrol
sosial, internalisasi nilai-nilai moral, serta memberikan
peluang bagi individu untuk mengembangkan diri secara
positif [35].

Kesadaran diri, tanggung jawab dan juga kontrol
terhadap tindakan mereka menjadikan pendidikan
menjalankan fungsinya dalam perubahan yang baik pada
proses bermasyarakat. Disinilah program pendidikan
karakter menjadi instrument utama dalam upaya
pencegahan perilaku menyimpang dengan penyuluhan
mengenai bahaya narkoba, pergaulan bebas, serta tindakan
kriminal di sekolah merupakan contoh konkret bagaimana
pendidikan berupaya mencegah perilaku menyimpang sejak
dini [37].

Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berkontribusi
terhadap pencapaian intelektual tetapi juga sebagai pemberi
arah dan makna dalam kehidupan individu, pemahaman nilai
serta sikap yang tepat dan sarana pencegahan sosial yang
efektif dalam menciptakan masyarakat yang lebih tertib,
aman dan beradab [38].
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B. Tipologi Lembaga Pendidikan

Dalam  praktiknya, pendidikan tidak hanya
berlangsung di sekolah, tetapi juga di berbagai lembaga yang
memiliki fungsi dan pendekatan yang beragam. Setiap
lembaga pendidikan dibentuk untuk menjawab dari
kebutuhan masyarakat, mulai dari pembelajaran akademik,
keterampilan kerja, hingga penguatan nilai sosial dan budaya.
Tipologi ini mengelompokan lembaga berdasarkan jenis,
fungsi dan bentuk penyelenggaraan pendidikannya, sebagai
berikut:
Lembaga Pendidikan Formal

Lembaga pendidikan formal adalah institusi pendidikan
yang memiliki struktur sistematis, terorganisir dan
dijalankan dengan resmi oleh pemerintah maupun oleh pihak
swasta dengan pengakuan negara [39]. Lembaga ini
menyelenggarakan proses pembelajaran secara berjenjang
dan bertahap, yang mencakup pendidikan dasar, menengah,
hingga pendidikan tinggi [40]. Dengan ciri khas dari
pendidikan formal adalah adanya kurikulum nasional yang
berlaku, jadwal belajar yang tetap, tenaga kependidikan,
serta sistem evaluasi yang terstandar secara nasional
maupun internasional.

Pendidikan formal dirancang untuk mencapai tujuan
secara menyeluruh, baik dalam aspek kognitif (pengetahuan),
afektif (sikap) maupun psikomotorik (keterampilan) [41].
Selain itu, pendidikan formal juga bertujuan mencetak
lulusan yang memiliki kualifikasi akademik atau vokasional
yang dapat digunakan sebagai dasar untuk peserta didik
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau
mempersiapkan memasuki dunia kerja.

Adapun fungsi dari lembaga pendidikan formal, yaitu
menjalankan fungsinya dalam akademik dan intelektual -
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mengembangkan kapasitas berpikir kritis, logis dan ilmiah
melalui mata pelajaran umum maupun Kkejuruan;
menjalankan fungsinya dalam sosial dan struktural -
lembaga menjadi wadah adanya interaksi antarindividu dari
latar belakang yang beragam, serta sarana pewarisan nilai,
budaya, dan identitas nasional; menjalankan fungsinya dalam
ekonomi - untuk mempersiapkan individu agar siap ke
dalam dunia kerja dengan memberikan bekal pengetahuan
dan Kketerampilan teretntu; dan menjalankan fungsinya
dalam transformasional - membentuk manusia pembelajar
sepanjang hayat yang siap beradaptasi dengan perubahan
zaman, baik dalam konteks sosial, teknologi, maupun
ekonomi [42].

Secara keseluruhan, lembaga pendidikan formal
memegang peran sentral dalam pendidikan nasional karena
menjadi salah satu wadah dalam membentuk sumber daya
manusia yang unggul secara intelektual, terampil secara
praktis, dan kuat dalam karakter. Selain itu, pendidikan
formal menjadi landasan yang kuat untuk pembangunan
bangsa, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, maupun
politik dengan struktur yang sistematis dan kurikulum
disesuaikan dengan tetap memperhatikan perkembangan
sikap, nilai, keterampilan hidup yang relevan dengan
kebutuhan abad ke-21 [43].

Lembaga Pendidikan Nonformal

Lembaga pendidikan nonformal merupakan bentuk
pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan
formal, namun tetap memiliki tujuan yang jelas dan sturuktur
pembelajaran yang fleksibilitas dalam pelaksanaannya [44].
Pendidikan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan
individu yang tidak mendapatkan akses pendidikan formal
secara penuh maupun yang ingin memperoleh keterampilan
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dan pengetahuan tambahan di luar lingkungan sekolah atau
universitas [45]. Pendidikan nonformal mencakup semua
bentuk pendidikan yang diselenggarakan secara terstruktur,
tetapi tidak memiliki jenjang berkelanjutan seperti
pendidikan formal [40].

Pendidikan nonformal mencakup berbagai kegiatan
pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan
pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang
berguna dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja.
Beberapa bentuk penyelenggaraannya sangat beragam,
antara lain: tersedianya kursus dan pelatihan keterampilan
kerja, seperti menjahit, tata boga, otomotif, computer, desain
grafis); pendidikan kesetaraan (paket A, B, dan C sebagai
pengganti SD, SMP, dan SMA); pendidikan berbasis
komunitas (belajar di sanggar belajar, PKBM, pusat pelatihan
masyarakat); pendidikan keaksaraan dan keaksaaraan
fungsinal (untuk memberantas adanya buta huruf);
pendidikan keagamaan nonformal (TPQ, madrasah diniyah,
pengajian rutin); dan bentuk lainnya yang menunjang
kapasitas pengetahuan dan keterampilan di luar lingkungan
sekolah [46]. Pendidikan ini berfokus pada pemberian
keterampilan dan pengetahuan praktis yang dapat
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Adapun fungsi pendidikan nonformal sebagai pelengkap
atau pengganti pendidikan formal, khususnya bagi individu
yang tidak dapat mengakses pendidikan formal agar tetap
memperoleh pendidikan yang setara. Fungsinya mencakup
peningkatan kompetensi melalui kursus dan pelatihan kerja,
memberikan pemberdayaan dan pengembangan potensi
individu, serta menumbuhkan kesadaran sosial dan
partisipasi warga negara dalam membentuk lingkugan yang
inklusif, berdaya dan harmonis [47]. Dengan pendekatan
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inklusif dan harmoni membantu lembaga pendidikan
nonformal mampu untuk menjangkau kelompok masyarakat
yang tidak tersentuh oleh sistem pendidikan formal dan
memainkan peran penting untuk membentuk dan
menumbuhkan masyarakat sebagai pembelajar sepanjang
hayat serta meningkatkan kompetensi masyarakat dan
mendukung perkembangan sosial-ekonomi [48].

Lembaga Pendidikan Informal

Pendidikan informal merupakan bentuk pendidikan
yang berlangsung secara alami namun berlangsung terus-
menerus dalam kehidupan sehari-hari [49]. Bentuk
pendidikan ini terjadi secara alamiah, melalui interaksi
dalam keluarga, lingkungan sosial, serta pengalaman hidup
seseorang. Contohnya adalah pembelajaran nilai-nilai moral
dari orang tua, keterampilan hidup yang diperoleh dari
pengalaman Kkerja, atau pengetahuan yang di dapat melalui
bacaan dan media [50]. Karakter dari pendidikan informal ini
adalah fleksibilitasnya, baik dari segi waktu, tempat maupun
metodenya tidak terikat oleh kurikulum atau batasan
terhadap jenjang pendidikan tertentu.

Selain itu, pendidikan informal juga bentuk nyata fungsi
pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning) [51]. Dalam
era digital saat ini, banyak orang yang memperoleh
pengetahuan dan keterampilan baru melalui berbagai
sumber informal, seperti dalam keluarga dimana orang tua
menjadi pendidik utama yang membimbing anak dalam
internalasasi nilai-nilai agama dan sosial; komunitas sosial
dengan melalui kegiatan adat, keagamaan, atau adanya
interaksi di lingkungan sekitar; media dan teknologi seperti
internet, media sosial, televisi dan platform pembelajaran
online; dan pengalaman Kkerja yang banyak memberikan
keterampilan hidup seperti bekerja, berorganisasi, atau
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menghadapi masalah di kehidupan nyata [52]. Dengan
demikian, adanya pendidikan formal memiliki peran yang
krusial dalam membentuk individu yang utuh baik secara
emosional, sosial dan intelektualnya. Meskipun tidak
memiliki struktur seperti pendidikan formal maupun
nonformal tetapi tetap menjadi fondasi dasar dalam
pengembangan potensi secara holistik. Untuk melaksanakan
pendidikan tersebut, seorang anak memerlukan dukungan
orang dari berbagai kalangan agar ia dapat memenuhi
fungsinya sebagai manusia pembelajar sejati seperti, di
lingkungan, masyarakat, pemerintah, dan keluarga, terutama
orang tua. [5]
C. Peran Lembaga Pendidikan Dalam Struktur Sosial
Lembaga juga memaikan perannya dalam sturktur
sosial, sebagai berikut:
Penguatan Kapasitas Intelektual dan Kompetensi Individu
Lembaga pendidikan, baik formal, nonformal, maupun
informal, memiliki peran sentral dalam meningkatkan
kapasitas intelektual dan kompetensi individu [53].
Pendidikan menjadi sarana utama dalam memberikan
fondasi akademik yang kuat bagi peserta didik baik potensi
kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk mengembangkan
kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif [54], [15].
Pada pendidikan formal, mulai pada tingkat dasar hingga
pendidikan tinggi, peserta didik akan dibimbing untuk
mengembangkan pola berpikir dan keterampilan praktis
[55]. Dengan adanya kurikulum yang terstruktur
memungkinkan peserta didik membangun dasar-dasar
literasi dan numerasi, memperluas wawasan ilmiah, serta
meningkatkan untuk berpikir secara lebih reflektif dan logis.
Di jenjang perguruan tinggi, mahasiswa didorong untuk
berpikir secara lebih mendalam melalui penelitian, diskusi
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akademik, dan pembelajaran yang lebih banyak berbasis
proyek yang memicu kreativitas dan inovasi [56].

Di samping itu, lembaga pendidikan juga berperan dalam
membentuk soft skills untuk meningkatkan keterampilan
teknis seperti kemampuan komunikasi, kolaborasi,
kepemimpinan dan manajemen waktu, untuk membekali
peserta didik menghadapi dinamika kehidupan modern. Pada
akhirnya penguatan kapasitas intelektual ini mampu
meningkatkan daya saing tenaga kerja untuk menghasilkan
ide-ide baru, memecahkan masalah dan menemukan solusi
baru untuk berbagai masalah. Hal ini memberikan kontribusi
nyata terhadap peningkatan produktivitas nasional dan
pembangunan sosial yang berkelanjutan [34].

Internalisasi Etika dan Moralitas Sosial

Salah satu peran utama lembaga pendidikan adalah
menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat
[9]. Pendidikan bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan,
tetapi juga tentang membangun karakter dan keimanan
peserta didik secara utuh dan berkesinambungan [23]. Salah
satu  kontribusi = fundamental lembaga pendidikan
bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai etika dan
moralitas sosial seperti kejujuran, disiplin, rasa hormat, dan
empati [19]. Proses ini dikenal sebagai internalisasi, yaitu
penanaman nilai yang dilakukan secara berulang dan
konsisten hingga menjadi bagian dari kepribadian seseorang.

Lembaga pendidikan  juga berperan dalam
mengembangkan kesadaran terhadap pentingnya
keberagaman dan toleransi [57]. Dalam konteks ini
masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, lembaga
pendidikan menjadi arena untuk menumbuhkan dan
mengajarkan menghargai terhadap perbedaan budaya,
agama, dan pandangan hidup [58]. Individu yang memiliki
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kesadaran etis cenderung mampu untuk menjalin hubungan
sosial yang sehat, menghindari perilaku menyimpang,
berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
Demikian, internalisasi nilai-nilai etika dan moral melalui
pendidikan bukan hanya menghasilkan individu yang
berkarakter kuat tetapi juga menciptakan masyarakat yang
lebih manusiawi, toleran dan bermartabat.

Penghubung Antara Dunia Akademik dan Sektor Industri

Dalam konteks dinamika global yang terus berubah
dengan cepat, membawa keterkaitan antara dunia akademik
dan sektor industri menjadi hal yang sangat penting. Salah
satu tantangan utama dalam sistem pendidikan adalah
menjembatani kesenjangan antara output pendidikan dan
kebutuhan nyata di dunia kerja [32]. Sumber daya manusia
yang ada diharapkan mampu menghadapi tantangan di era
digitalisasi diantaranya pengembangan melalui pengetahuan,
kualitas kompetensi, kreativitas, inovatif dan mandiri yang
bersifat soft skill (komunikasi, kolaborasi, kepemimpinan),
hard skill(penguasaan teknologi, kemampuan analisis data),
social skill(kemampuan beradaptasi dalam kerja tim) dan
mental skill(ketahanan terhadap tekanan, kemampuan
berpikir kritis, dan inovasi) [11].

Melalui pendidikan yang berkualitas mampu untuk
meningkatkan kemampuan tenaga kerja untuk berkontribusi
dalam berbagai sektor ekonomi. Namun, kesenjangan antara
kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri masih
menjadi tantangan di banyak negara [21]. Oleh karena itu,
berbagai kebijakan pendidikan telah difokuskan pada
peningkatan kerja sama antara dunia akademik dan sektor
industri, termasuk melalui program magang, pendidikan
berbasis kompetensi, dan pelatihan kerja yang lebih adaptif
terhadap kebutuhan dunia kerja [59].
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Transformasi Sosial Melalui Pendidikan Inklusif

Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransfer
pengetahuan tetapi juga mendorong adanya transformasi
sosial dalam berbagai aspek kehidupan [15]. Pendidikan
sebagai transformasi budaya sosial dapat dikatakan sebagai
kegiatan penyebaran budaya dari satu generasi ke genarasi
berikutnya. Seperti nilai-nilai yang dapat untuk diwariskan,
seperti rasa tanggung jawab, nilai-nilai kejujuran dan lain-
lainnya [60]. Prinsip dasar dari pendidikan inklusif adalah
keadilan dan kesetaraan yang dimana lembaga pendidikan
sebagai alat transformasi sosial dengan menyediakan akses
yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk
kelompok yang kurang beruntung. Pendidikan inklusif
bertujuan untuk menghilangkan hambatan dalam akses
pendidikan bagi individu dengan disabilitas, kelompok
minoritas, dan masyarakat miskin [61]. Selain itu, pendidikan
juga menjadi alat utama dalam menghadapi tantangan global,
seperti ketimpangan ekonomi, dan konflik sosial [34].
D. Tantangan Paradigmatik dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan
sosial dan ekonomi, namun perkembangannya dihadapkan
pada berbagai tantangan paradigmatik yang mempengaruhi
efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
modern. Beberapa tantangan utama yang muncul dalam
sistem pendidikan menjadi permasalahan struktural yang
membutuhkan solusi komprehensif agar pendidikan dapat
tetap relevan dan inklusif dalam menghadapi perubahan
zaman.
E. Ketimpangan Akses dan Kualitas Pendidikan

Salah satu tantangan terbesar dalam dunia pendidikan
adalah kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan di
berbagai kelompok sosial dan geografis [62]. Pendidikan
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menjadi penting untuk mendorong mobilitas sosial dan
meningkatkan kesejahteraan individu di masyarakat [34].
Peningkatan pendidikan tidak hanya memberikan dampak
pada kemampuan seseorang dalam bersaing di dunia
industri, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan inovasi
di dalam keluarga dan masyarakat. Namun, adanya
pendidikan memberi kesempatan kepada orang-orang dari
latar belakang ekonomi yang kurang mampu untuk
mengubah hidup dan nasib mereka untuk manapaki tangga
sosial yang lebih baik [18].

Adanya akses, kualitas, motivasi, dan dukungan
akademik yang diterima orang dari berbagai latar belakang
ekonomi sangat dipengaruhi oleh ketimpangan ekonomi ini
[63]. Fenomena adanya kesenjangan dalam ekonomi masih
menjadi fokus utama dalam pendidikan karena hal tersebut
akan berdampak pada ketidaksetaraan dalam akses
pendidikan yang berkualitas. Meskipun telah dilakukan
upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, namun masih
banyak individu dari keluarga berpenghasilan rendah masih
menghadapi kesulitan mendapatkan pendidikan berkualitas,
sehingga sulit bagi mereka untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi mereka [64].

F. Dinamika Globalisasi dan Digitalisasi Dalam

Kurikulum

Digitalisasi dan globalisasi telah mengubah banyak
dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk
pendidikan [65]. Perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) telah membuka akses terhadap sumber
belajar yang lebih luas, tetapi juga menghadirkan tantangan
dalam adaptasi kurikulum agar tetap relevan dengan
kebutuhan zaman. Pendidikan sebagai agen perubahan sosial
bergantung pada kemampuan sistemya beradaptasi dengan
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perubahan sosial baik dalam teknologi dan tuntunan zaman
[15]. Kemajuan dalam perkembangan teknologi baru mampu
menggantikan beberapa tugas manusia, sehingga sumber
daya manusianya perlu belajar keterampilan yang baru agar
tetap relevan dengan dunia industri yang ketat [11]. Adanya
perkembangan dalam globalisasi dan teknologi mendapati
dinamika yang komprehensif karena adanya perkembangan
itu menyebabkan adanya perubahan dalam pasar kerja yang
telah berubah, sehingga menuntut orang untuk memiliki
keterampilan yang relevan dan pengetahuan yang
diperbaharui secara konsisten. Salah satu tantangan utama
dalam konteks ini adalah bagaimana kurikulum pendidikan
dapat mengakomodasi keterampilan abad ke-21, yang
mencakup keterampilan digital, pemecahan masalah,
berpikir kritis, dan kolaborasi. Namun, banyak sistem
pendidikan masih berbasis pada pendekatan konvensional
yang menekankan hafalan dan evaluasi berbasis ujian,
sehingga kurang memberikan ruang bagi pengembangan
keterampilan yang lebih adaptif [53].
G. Ketidaksesuaian Antara Kompetensi Akademik dan

Kebutuhan Industri

Salah stau tantangan terbesar dalam dunia pendidikan
saat ini adalah adanya ketimpangan antara kompetensi
akademik yang diajarkan di lembaga pendidikan dengan
kebutuhan nyata di dunia industri. Adanya percepatan
perkembangan teknologi tersebut, khususnya di era digital
dan revolusi industry 4.0, telah mengubah secara drastis
lanskap pekerjaan dan keterampilan. Perubahan yang cepat
dalam industri, terutama dengan adanya revolusi industri
4.0, menyebabkan banyak keterampilan yang sebelumnya
dianggap penting menjadi usang [32].
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Masih banyak lembaga pendidikan masih berfokus pada
model pembelajaran konvensional, tetapi bisnis saat ini lebih
membutuhan tenaga kerja yang mahir dalam teknologi
digital, kecerdasan buatan, dan analisis data [66].Lembaga
pendidikan perlu menjalin kemitraan erat dengan dunia
usaha dan dunia industri (DUDI) untuk mengembangkan
model pembelajaran yang bersifat kolaboratif dan
kontekstual [67]. Dengan demikian akan munculnya
keselarasan antara kompetensi akademik dan kebutuhan
industri bukan hanya menjadi sebuah tuntutan semata tetapi
sudah menjadi sebuah keharusan strategis untuk
menciptakan lulusan yang siap berdaya saing global.

Pendidikan memainkan fumgsi mendasar dalam desain
individu dan masyarakat. Fungsi utama pendidikan adalah
pengembangan intelektual, peningkatan keterampilan, dan
internalisasi nilai -nilai sosial dan budaya. Selain itu,
pendidikan juga berfungsi sebagai sarana mobilitas sosial
yang memungkinkan individu untuk meningkatkan status
ekonomi dan sosial mereka, sementara secara bersamaan
mempertahankan keberlanjutan norma dan tradisi dalam
masyarakat.

Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya didasarkan pada
aspek akademik, tetapi juga membentuk kepribadian dan
etika siswa untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial.
Lembaga pendidikan secara resmi dibagi menjadi kategori
formal, nonformal, dan informal. Lembaga pendidikan formal
seperti sekolah dan universitas memiliki struktur kurikulum
yang sistematis dan terorganisir yang memberikan akreditasi
formal kepada siswa. Lembaga pendidikan nonformal seperti
kursus dan kursus pelatihan ingin memberikan pembelajaran
yang lebih fleksibel dan meningkatkan kemampuan orang di
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luar jalur pendidikan formal. Sementara itu, pendidikan
informal dalam pengaturan keluarga dan komunitas secara
alami terjadi melalui interaksi sosial sehari -hari. Ini
berperan dalam komunikasi nilai -nilai moral, budaya dan
keterampilan hidup yang tidak selalu diajarkan di lembaga
formal.

Semua jenis lembaga pendidikan memainkan peran
penting dalam desain kepribadian, pengetahuan, dan
keterampilan individu untuk menghadapi tantangan
kehidupan sosial. Dengan hanya keberadaan dan akses
pembentukan kualitas, diharapkan untuk menciptakan
masyarakat yang lebih progresif dan kompetitif dan memiliki
persepsi sosial yang kuat. Oleh karena itu, untuk memberikan
kontribusi yang paling optimal untuk pembangunan manusia
dan kemajuan sosial yang berkelanjutan, sinergi antara
pendidikan formal, informal dan informal harus diperkuat.
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